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ABSTRAK 

KAPABILIT AS AP ARA T PENGA WAS AN INTERN PEMERINTAH 
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU 

Pramadiyo Busono 
pramadiyo@yahoo.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

ii 

Kapabilitas APIP adalah "kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas 
pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang sating terkait yaitu kapasitas, 
kewenangan, dan kompetensi sumberdaya manusia APIP yang harus dimiliki 
APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif .. Penelitian inf bertujuan 
untukmengetahui kondisi kapabilitas APIP pada lnspektorat Kabupaten Malinau, 
menganalisis kendala kendala yang dihadapi serta mengidentifikasi upaya upaya 
yang harus dilakukan guna peningkatan level kapabilitasnya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang 
digunakan adalah data primer dari hasil observasi, studi dokumentasi dan 
wawancara serta data sekunder berupa dokumen dokumen terkait dengan 
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Inspektorat 
Kabupaten Malinau masih berada di level dua dengan catatan. Kendala yang 
dihadapi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP adalah rendahnya kuantitas 
auditor yang telah bersertifikat, rendahnya kompetensi sumber daya manusia serta 
rendahnya anggaran belanja Jangsung untuk kegiatan pengawasan dan non 
pengawasan. 

Kata Kunci : lnspektorat Malinau, Kapabilitas APIP 
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ABSTRACT 

THE CAPABILITY OF THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY ON 
THE INSPECTORATE OF MALINAU REGENCY 

Pramadiyo Busono 
pramadiyo@yahoo. com 

Graduate program 
Open University 

iii 

APIP's capability is "the ability to carry out supervisory tasks consisting of three 
interrelated elements ie the capacity, authority and competence of APIP human 
resources that APIP must have in order to realize APIP's role effectively. This 
research aims to know the condition of APIP capability in The Malinau District 
Inspectorate, analyzed the constraints faced and identified the efforts to be taken 
to increase the level of capability. The research method used is qualitative with 
case study approach. The data used are primary data from the observation, 
documentation and interviews and secondary data in the form of document 
documents related to the research. The results show that the capability of the 
Malinau District Inspectorate is still at level two with the record. Constraints 
faced in the framework of increasing the capabilities of APIP are the low quantity 
of certified auditors, the low competence of human resources and the low direct 
budget for supervisory and non-supervisory activities. 

Keywords: Malinau Inspectorate, APIP Capability 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Gambaran Urn urn Kabupaten Malinau 

a. Letak Geografis 

46 

Secara administrasi, Kebupaten Malinau merupakan salah satu 

daerah basil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan 

Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 04 Oktober 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. 

Kabupaten Malinau terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan 

Utara, terletak pada 1°21 "36"- 4°10'55" Lintang Utara dan 114°35'22"-

116°50' 55" Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Krayan Selatan dan 

Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Long Peso Kabupaten 

Bulungan dan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pahangai, Kecamatan 

Long Bagun Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kecamatan Tabang 

dan Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Barat. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Negeri Serawak Malaysia Timur. 

37 
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Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan 

bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan !aut. 

Wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan bukit dan perbukitan yang 

terhampar di seluruh wilayah kecamatan. Jadi secara umum, topografi 

Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran 

rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah 

utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu 

Gunung Laga Paratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan 

perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan 

ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan !aut. 

Dataran rendah terdapat pada sekitar Daerah Aliran Sungai di 

bagian timur dari wilayah utara yaitu di Kecamatan Malinau Kota, 

Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai 

Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap. Berbagai tipe hutan 

utama yang biasanya terdapat di Pulau Kalimantan terdapat di Kabupaten 

Malinau. Rutan bakau, hutan rawa dan rawa gambut dijumpai di 

sepanjang pesisir dan muara sungai. Rutan dipterokarpa dataran rendah 

dan bercampur dengan hutan kerangas dan hutan kapur dataran rendah. 

Di atas ketinggian 1000 m dpl ( di atas permukaan !aut) hutan 

dipterokarpa digantikan oleh hutan pegunungan rendah dan pada puncak 

tertinggi gunung Mantan (2.457 m dpl) terdapat hutan yang selalu diliputi 

awan. Kabupaten Malinau mempunyai hutan kapur dataran rendah yang 

kondisinya masih sangat baik dan terbesar di Indonesia Timur. Selain 
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sebagai pusat keragaman hayati , hutan kapur merupakan daerah 

tangkapan air yang penting bagi Kabupaten Malinau. 

Gam bar IV -1 : Peta Wilayah Kabupaten Malinau 

' . . . ~ ~ ~ . . ' 

K(CAMAT.vl OAIIAU ltUlU 

KfCAMAT.t.N KJ.Y~ HI\.IR 

K(CAMATAH KJ.YAA HUl~ 

• K£CAMATAH KJ.YAA S€1ATAN 

• KECAMATAH MALINAU BARAT 

• K((;AMATAN t.IAlJoiAlJ IIOTA 

• K£CAMATAN t.WJW.I $€lATAH 

• K£CAMATAH t.WJWJ UlARA 

• KECAIAATAN t.EHTARANG 

.. .. - . ' • . - . . -. .. . ~ . 
' '. ~ ( . . . . 

•, •'-,. .. '· ' '"'• • •· ' ~,I 

• K£CAIAATAH MEKTARANG HUlU 

• KCCAMATAN 1'\WNGAN 

KfCAMAT All SUNGAIIlOH 

I 

43372.pdf 



49 

01 Diaspal 180,68 

02 Kerikil 311,57 

03 Tanah 646,14 

04 Lainnya 0 

1.1 38,39 

b. Pemerintahan Daerah 

Pada awal pembentukannya wilayah administrasi Kabupaten 

Malinau meliputi 5 (lima) kecamatan dimana Kabupaten Malinau berasal 

dari Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah ± 42.620 krn2
. Perubahan 

luas wilayah Kabupaten Malinau berdasarkan Peta Pola Ruang RT RW 

Malinau/Revisi RTRW Kabupaten Malinau 2012 s/d 2030 dan seiring 

dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah kabupaten, sesuai dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 395 

Tahun 2006 Tanggal 31 Juli 2006 Tentang Penetapan Kode Wilayah 

Administrasi Pemerintahan, Nama kecamatan dan desa se-Kabupaten 

Malinau Tahun 2006 maka wilayah administrasi pemerintahan 

dimekarkan menjadi 12 wilayah kecamatan kemudian terbit Peraturan 

Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012 ten tang pembentukan 

Kecamatan Mal inau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Kecamatan 

Sungai Tubu dan Pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran 
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so 

Malinau Utara Timur maka tahun 20 13 menjadi 15 wilayah kecamatan, 

seperti terlampir pada Table 4.2 sebagai berikut: . 

64.06.01 Mentarang Pulau Sapi 9 53.5 15 

64.06.02 Malinau Kota Malinau Kota 6 14.207 

64.06.03 Pujungan Long Pujungan 9 653.939 

64.06.04 Kayan Hilir Data Dian 5 1.186.319 

64.06.05 Kayan Hulu Long Nawang 5 73.540 

64.06.06 Malinau Selatan Long Loreh 9 115.33 5 

64.06.07 Malinau Utara Malinau 12 109. 119 

Seberang 

64.06.08 Malinau Barat Tanjung Lapang 9 76.712 

64.06.09 Sungai Boh Mahak Baru 6 311.218 

64.06. 10 Kayan Selatan LongAmpung 5 313.859 

64.06.1 1 Bahau Hulu Long Alango 6 6 309.898 

64.06.12 Mentarang Hulu Hulu Long 7 292.465 

Berang 

64.06.13 Malinau Selatan Setarap 8 57.220 

Hi lir 

64.06. 14 Mal inau Selatan Metut 8 2 17.114 

Hulu 

64.06. 15 Sungai Tubu Long Long Pada 5 224.378 

109 4.008.378 

Sumber : Bappeda Kab. Malinau 2014 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas terlihat perkembangan luas wilayah 

masing - masing kecamatan berdasarkan Tim PBD Kabupaten Malinau. 

Perkembangan Kabupaten Malinau menujukkan bahwa pemerintah mampu 
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memanfaatkan wilayah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan 

perkembangan ekonomi di Kabupaten Malinau. 

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan Iuas wilayah dan kepadatan 
n Malinau Tahun 2014. 

Mentarang 53.515 4.965 

2 Malinau Kota 14.207 22.500 

3 Pujungan 653.939 1.823 

4 Kayan Hilir 1.186.3 19 1.436 

5 Kayan Hulu 73.540 3.193 

6 Malinau Selatan 115.335 3.552 

7 Malinau Utara 109.11 9 11.510 

8 Ma1inau Barat 76. 712 9.618 

9 Sungai Boh 311.218 2.322 

10 Kayan Se1atan 313.859 2. 123 

11 Bahau Hu1u 309.898 1.460 

12 Mentarang Hulu 292.465 1.177 

13 Malinau Selatan Hilir 57.220 2.690 

14 Malinau Selatan Hulu 217.1 14 2.230 

15 SungaiTubu 224.378 75 1 

Jumlah 4.008.378 7 1.350 

Sumber: Disdukcapil, 2014 

Berdasarkan Tabel 4 .3 di atas menunjukkan perkembangan jumlah 

penduduk Kabupaten Malinau tahun 2014 sebanyak 71.350 jiwa, yang masih 

digo1ongkan pada kepadatan yang sangat jarang. Konsentrasi penduduk 

terpusat di perkotaan yakni di Kecamatan Malinau Kota sebanyak 22.500 
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JIWa dan jurnlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Sungai Tubu 

sebanyak 751 jiwa. 

c. Pertumbuhan Ekonomi 

Agar dapat melihat kinerja perekonomian pada suatu daerah 

digunakan indikator perturnbuhan ekonomi. Perturnbuhan ekonomi dapat 

diperoleh dari turunan nilai PDRB harga konstan yang dihitung berdasarkan 

harga tahun dasar tertentu. Perturnbuhan positif menunjukkan adanya 

peningkatan produksi barang dan jasa pada tahun berjalan dibandingkan pada 

tahun sebelumnya. Sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan produksi 

barang dan jasa pada tahun berjalan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau periode tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2014 dapat dil ihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Perturnbuhan ekonomi Kabupaten Malinau berdasarkan laju 
PDRB eriode tahun 2004-2014. 

2004 

2 2005 470.671 

3 2006 485.133 3,07 

4 2007 515.764 6,3 1 

5 2008 550.254 8,03 

6 2009 557. 196 8,95 

7 20 10 693.737 14,27 

8 20 11 772.460 11 ,25 

9 20 12 858.802 11 ,80 

10 2013 936.3 11 9,03 

11 2014 1.043.3 11 9,98 

Sumber: BPS Kabupaten Malinau 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Malinau (berdasarkan laju PDRB atas dasar harga konstan) 

cenderung mengalami fluktuatif periode tahun 2004 sampai dengan tahun 

2014, walaupun secara keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Malinau setiap 

tahun mengalami peningkatan. selama kurun waktu I I tahun terakhir, 

pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,27 

persen (%). 

d. Pendapatan Daerah 

Tabel 4.5 Pendapatan daerah Kabupaten Malinau periode tahun 2004 -
2014. 

· ~ Pendapatan Daerah 
Kabupaten Malinau 

' 
,1 (Rp) 

Tahu 
_:· , ,.., _, 

-·· ,_ 
Lain2 ·-··· ,~·· 

No 
n Dana Penerimaan 

, I PAD 
Perimbangan Daerah yg 

Total 
(000) (000.000) 

.>;, .\ I! (000) Sah 

:... -'--' ·· b··~ (000) 
1 2004 8.409.417 374.525.001 5.378.012 416.940 

2 2005 12.298.857 554.389.681 1.766.461 568.455 

3 2006 16.366.261 913.625.178 39.477.560 969.469 

4 2007 32. 140.611 928.887.657 29.730.595 961.058 

5 2008 42.853.000 1.072.196.000 11 2.022.000 970.523 

6 2009 56.450.000 899.405 .000 122.000.000 1.077.856 

7 2010 82.874.000 1.020.086.000 72.631 .000 1.175.590 

8 2011 9 1.486.000 1.362.486.000 193.209.000 1.647.181 

9 2012 11 2.426.000 1.517.631.000 154.302.000 1.784.359 

10 201 3 95 .23 1.000 1.490.178.000 205.903.000 1.79 1.3 11 

1 1 2014 101.045.000 1.580.465.000 236.949.400 1.918.640 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Malinau 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan 

daerah Kabupaten Malinau selarna kurun waktu 2004 sarnpai dengan 2014 

menunjuk.kan nilai yang meningkat. 

e. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Malinau yang digambarkan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada prinsipnya bertujuan 

sebesar-besamya bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pengeluaran pemerintah Indonesia yang tercermin dalarn Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi menjadi dua kelompok 

utama, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Diantara kedua 

jenis pengeluaran tersebut di atas, pengeluaran terbesar adalah berupa belanja 

langsung, yai tu sekitar 60% terhadap total pengeluaran sementara sekitar 40% 

dari total pengeluaran digunakan untuk pengeluaran belanja tidak langsung. 

belanja langsung meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan 

dinas, pinjarnan beserta bunga dan subsidi yang mana semua jenis 

pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pengeluaran konsumsi. Sedangkan 

belanja tidak langsung terbagi menurut sektor-sektor pembangunan yang 

lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi tersebut di atas 

diharapkan dapat menjad i perhati an bagi pemerintah untuk lebih 

meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus 

pertumbuhan ekonomi. 
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Berikut total pengeluaran pemerintah Kabupaten Malinau periode 

tahun 2004 sampai dengan 20 14 pada Tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel4.6 Pengeluaran pemerintah Kabupaten Malinau periode tahun 
2004-2014. 

r• c). 

Pcngeluaran Pemerintab 
No Tahun ''t· Kabupaten Malinau :_:·i 

. ,. ~;~J _(Rp 000.000) ,) (;o, 

1 2004 606.414 

2 2005 643.472 

3 2006 790.516 

4 2007 850.229 

5 2008 920.621 

6 2009 946.144 

7 2010 1.315.818 

8 2011 1.073.472 

9 201 2 1.543.445 

10 2013 2.139.187 

11 20 14 1.094.146 

Sumber: BPS Kabupaten Malinau 2015 

Berdasarkan Tabel 4. 7 di atas diketahui bahwa pengeluaran 

pemerintah Kabupaten Malinau selama I I tahun terakhir yaitu kurun waktu 

2004 sampai dengan 20 14 menunjukkan nilai yang cenderung fluktuatif. 

Pengeluaran pemerintah tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp 

2. 139.187,00 

2. In pektor a t Kabupaten Malinau 

2.1. K eduduka n, T ugas Pokok dan Fungs i 

lnspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau omor 214 

Tahun 20 14 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Lembaga 
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Teknis Daerah Kabupaten Malinau pada pasal 4 ayat (I) merupakan 

unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh 

Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif meridapat 

pembinaan dari Sekretaris Daerah. 

Inspektorat mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum pada 

ayat (2) adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urilsan 

pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan desa. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

Inspektorat mempunyai fungsi (ayat 3) sebagai berikut : 

a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan. 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi bidang pengawasan. 

c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus 

pengaduan. 

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 

tugas pengawasan. 

e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan 

pengawasan. 

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan lnspektorat. 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan 

menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai sehingga dapat 

dikatakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, 

karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, 

mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan 

hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. 

Unsur Perencanaan 

I. Tindakan apa yang harus dikerjakan 

2. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan 

3. Dimana tindakan tersebut dilakukan 

4. Kapan tindakan tersebut dilakukan 

5. Siapa yang akan melakukan tindakan terse but 

6. Bagaimana cara melaksanakan tindakan terse but. 

43372.pdf 



58 

Pengawasan dan pengendalian yang baik didasarkan pada prinsip -

prinsip tata pemerintahan yang baik pula (good governance), yaitu 

transparansi, akuntabilitas, adil dan terpadu. 

Dalarn upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 

governance), Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. 

2.2. Susunan dan Struktur Organisasi 

1nspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 214 

Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Malinau merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten 

Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari : 

I. Inspektur ; 

2. Sekretariat, yang terdiri alas : 

I) Sekretaris; 

2) Kepala Sub Bagian Umum, Administrasi Kepegawaian dan 

Keuangan; 

3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; 
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4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Inspektur Pembantu I ; 

4. Inspektur Pembantu II ; 

5. Inspektur Pembantu III ; 

6. Inspektur Pembantu IV ; dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Inspektorat mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum pada 

ayat (2) adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan desa. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

Inspektorat mempunyai fungsi (ayat 3) sebagai berikut : 

a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan. 

b. Perurnusan kebijakan dan fasilitasi bidang pengawasan. 

c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus 

pengaduan. 

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 

tugas pengawasan. 

e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan 

pengawasan. 

f. Pelaksanaan kegiatan pengatausahaan Inspektorat. 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan 

1. Inspektur; 

A) Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas : 

a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis 

Inspektorat sedsuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam 

menetapkan program dan kegiatan prioritas lima 

tahunan. 

b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Keija 

Inspektorat sesuai dengan Rencana Strategis sebagai 

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan prioritas 

satu tahunan. 

c. Merumuskan pedoman pelaksanaan sesuai dengan 

program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Inspektorat. 

d. Mengkoordinasikan program kerja pengawasan kepada 

instansi terkait baik internal maupun ekstemal agar 

tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pengawasan. 
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e. Merumuskan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan 

mengusulkan penetapannya kepada Bupati sebagai dasar 

hukum pelaksanaan pemeriksaan. 

f. Mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada 

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian serta 

staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

g. Membina pegawai di Iingkungan Inspektorat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Lakip SKPD 

dan Reviu LKPD Kabupaten Malinau untuk 

penyempurnaan kinerja SKPD dan sebagai bahan 

penilaian kinerja pemerintah kabupaten. 

1. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani laporan 

hasil pemeriksaan aparatur pengawasan internal 

pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Malinau untuk 

selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. 

J. Menyampaikan draf teguran dan atau sura! tindak Ian jut 

hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi kepada Bupati 

untuk ditandatangani dan selanjutnya disampaikan 

kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 

k. Melimpahkan kasus-kasus kerugian negara dan atau 

daerah kepada tim Tuntutan Perbendaharaan dan 
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Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Malinau 

untuk proses penyelesaian selanjutnya. 

1. Melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk 

optimalisasi tugas. 

m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan 

Inspektur Pembantu Wilayah berdasarka realisasi tingkat 

pencapaian kineija pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah. 

n. Melaporkan hasil pencapaian kineija Inspektorat kepada 

Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan p1mpman baik secara lisan maupun 

tertulis. 

2. Sekretaris; 

A) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di 

bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi 

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan 

umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, 
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ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaiitn 

serta pengelolaan keuangan dan laporan. 

B) Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ; 

a. Merencanakan program kerja sekretariat sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung 

pencapaian program kerja Inspektorat 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

program kerja sekretariat dan kebijakan pimpinan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas yang efektif. 

c. Membagi tugas kepada Sub Bagian dan staf sesua 

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai acuan 

pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian kinerja 

masing-masing. 

d. Memberi petunjuk kepada staf agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan efektif. 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat 

sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi 

tugas. 

f. Melakukan reviu terhadap konsep surat dinas, laporan 

hasil pemeriksaan tim dasn hasil pelaksanaan tugas 

lainnya sebelum disampaikan kepada pimpinan. 
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g. Memfasilitasi kerjasama antar unit kelja, instansi terkait 

serta pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka 

pencapaian program kelja. 

h. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian 

terhadap staf dalam rangka meningkatkan kinelja 

pegawai 

1. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat sesua1 

realisasi tingkat pencapman kinelj a pelkasanaan 

kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan program kerja yang akan datang. 

J. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan 

kepada p1illpman untuk bahan kebijakan . dan 

pengambilan keputusan lebih lanjut. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan 

perintah dan penugasan dari pimpinan baik secara lisan 

maupun tertulis. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten. 

Sekretariat terdiri dari : 

I. Sub Bagian Penyusunan Program 
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Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas 

menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program 

Inspektorat. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan hsil pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi umum dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian. 

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan. 

3. Inspektur Pembantu 

mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan 

atas penyelenggaraan pemerintahan darah dan desa. 
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Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Membantu Inspektur menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, penyusunan program dan pengeoranisasian 

pengawasan sesuai wilayah keija Inspektur Pembantu 

Wilayah 

b. Merencanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai 

wilayah keija Inspektur Pembantu Wilayah sebagai acuan 

pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan 

c. Membantu Inspektur melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pengawasan. 

d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang­

undangan yang berkaitan dengan bidang tugas. 

e. Memberi pentunjuk, bimbingan dan motivasi kepada staf 

terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan apabila diperlukan. 

f. Menyiapkan dan menyusun program kerja pemeriksaan 

berdasarkan penugasan dari pimpinan. 

g. Melakukan pemeriksanaan khusus atau non PKPT 

berdasarkan sural tugas pimpinan. 

h. Mereviu, meneliti dan mongkoreksi Laporan Hasil 

Pemeriksaan Tim pada wilayah keija sebelum disampaikan 

kepada Inspektur 
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1. Memberikan masukan tentang langkah-langkah alternative 

terhadap permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas pengawasan kepada pimpinan. 

J. Melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Inspektur, unit 

kerja, para Irban atau ihak terkait terhadap hal-hal yang 

dinilai perlu yang ada hubungannya dengan tugas 

pengawasan maupun kegiatan rutin. 

k. Menghimpun dan mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan 

dan surat masuk sesuai wilayah keija secara tertib, teratur, 

dan berkesinambungan. 

I. Menyiapkan dan menyusun konsep Nota Dinas/ LHP/ 

TLHP/ Sura! Dinas lainnya yang akan disampaikan kepada 

p1mpman. 

m. Menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas maupun wi!ayah 

keija kepada atasan atau pimpinan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah 

atau penugasan atasan atau pimpinan baik secara lisan 

maupun tertulis dengan penuh tanggungjawab. 

Inspektur Pembantu terdiri dari : 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I; 

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II; 
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(3) Inspektur Pembantu Wilayah III; 

(4) Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

4. Kelompok Jabatan Fungsional; 
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuban 

dan keahlian. Terdapat 2 ( dua) jabatan fungsional yakni auditor 

danP2UPD. 

2.3. Susunan Kepegawaian lnspektorat 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sebagai penggerak di 

Inspektorat yaitu terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional 

Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). 

Berdasarkan penjenjangan auditor terdiri dari Pengendali Tehnis, 

Pengendali Mutu, Ketua Tim, dan anggota tim yang terdiri dari 

auditor ahli dan trarnpil. Saat ini Inspektorat kabupaten Malinau 

hanya memiliki jenjang Anggota Tim 5 (lima) orang. Kedepan tugas­

tugas auditor difokuskan hanya pada pengelolaan keuangan sehingga 

Iebih dibutuhkan SDM yang berlatar belakang akuntansi (S I 

Akuntansi). 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau 

per 1 Januari 2017 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang 
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dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan 

golongan sebagai berikut : 

I) Menurut Tingkat Pendidikan 

a. Pasca Sarjana (S2) = 6 orang 

b. Sarjana (S I)/ Sederajat = 15 orang 

c. Sarjana Muda (D3) = 4 orang 

d. SLTA = 4 orang 

2) Menurut Fungsi/Jabatan : 

a. Inspektur = I orang 

b. Sekretaris = I orang 

c. Inspektur Pembantu 4 orang 

d. Kasubag = 3 orang 

e. Jabatan Fungsional Umum = 15 orang 

f. Jabatan Fungsional Auditor = 5 orang 

g. Jabatan Fungsional P2UPD = 0 orang 

3) Menurut Golongan : 

a. Golongan IV/c = orang 

b. Golongan IV/b 3 orang 

c. Golongan IV /a = 2 orang 

d. Go Iongan III/d = 2 orang 

43372.pdf 



70 

e. Golongan III/c = 2 orang 

f. Golongan III!b 7 orang 

g. Golongan III/a = 5 orang 

h. GolonganWd = 3 orang 

I. Go Iongan II!c = 2 orang 

J. Golongan II/b 2 orang 

2.4.Lingkup Pengawasan 

Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah 

a. Pengawasan Keuangan dan Kineija 

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada 

pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil 

langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan­

tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib togas yang 

menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas: 

1) Aspek keuangan: 

a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 

b) pertanggungjawaban belanja peijalanan dinas; 

c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan 

jasa; 

d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan 

sosial; dan 

e) pengelolaan manajemen kas di bendahara. 
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2) Aspek pengelolaan barang milik daerah I sarana dan 

prasarana: 

a) pengelolaan persediaan; 

b) pengarnanan I sertifikasi aset daerah; dan 

c) pengelolaan aset sebagai darnpak pengalihan P3D. 

3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia: 

a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara; 

b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara; 

c) pembinaanjabatan fungsional tertentu; dan 

d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara. 

4) Aspek tugas pokok dan fungsi: 

a) pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksana 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

b) pelaksanaan program strategis dan prioritas 

pembangunan daerah; 

c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan 

d) kepatuhan entitas terhadap basil reviu dokurnen 

perencanaan dan penganggaran. 

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat 

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat 

bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti 
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keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan 

dengan adanya pelayanan atau perlakukan kebijakan di 

pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka 

penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui 

pemeriksaan khusus, dengan prioritas: 

1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme; 

2) Penyalahgunaan wewenang; 

3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan 

4) Pelanggaran disiplin pegawai. 

c. Kegiatan Reviu 

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan 

keyakinan terbatas bahwa dokurnenllaporan yang disajikan telah 

disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai 

dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan o1eh 

pemerintah, dengan prioritas: 

1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah; 

2) Reviu Laporan Keuangan; dan 

3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

d. Kegiatan Eva1uasi 

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan 

penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilaksanakan, dengan prioritas: 
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1) Evaluasi Reforrnasi Birokrasi (RB); 

2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan 

3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional. 

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas: 

1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan 

keuangan berbasis akrual; 

2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut basil pengawasan; 

3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang 

pengawasan; dan 

4) Koordinasi program pengawasan. 

2.5. Pernyataan Visi dan Misi 

Visi Daerah Kabupaten Malinau untuk tahun 2016-2021 

mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang 

Majn dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun 

(GERDEMA)". 

Misi Daerah 

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Kabupaten Malinau 

mempunyai misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya 

penyediaan tenaga terampil dan terdidik. 
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2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan daerah mulai daeri fase perencanaan, implementasi, 

pertanggungjawaban, dan evaluasi. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur 

daerah maupun perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun 

perbatasan, dengan focus pada peningkatan infrastuktur dasar 

yaitu: air bersih, Iistrik, telekomunikasi dan informasi 

4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan 

pembangunan yang bertun;tpu pada ekonomi desa, melalui 

pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu : BUMDes, pasar, 

bank dan pusat perdagangan. 

5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, 

petemakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui 

pengembangan produk unggulan des a:" one village one 

product"dengan semboyan "bertani sehat" 

6. Menjadikan Ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat 

pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan 

jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan 

membangun infrastruktur perkotaan, jaringan trasnportasi darat, 

sungai, udara. 

7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama 

untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan 

senantiasa mengembangkat sikap toleransi. 
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8. Meningkatkan kualitas Iingkungan hidup serta mewujudkan 

keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam 

dimensi Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi, 

melalui penanaman pohon produktif dalam kegiatan berkebun, 

dengan semboyan "Kebun untuk masyarakat dan 

memasyarakatkan kegiatan berkebun". 

9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan 

yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya 

tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Ko!usi dan 

Nepotisme (KKN). 

I 0. Meningkatakan peran pemuda dan perempuan dalam 

pembangunan daerah, melalui penguatan peran perempuan dan 

pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan 

11. Mengembangkan seni budaya dan pariwisata daerah, dengan 

memperbanyak atraksi seni daerah, pe!estarian seni dan budaya 

daerah melalui pendidikan dan pe!atihan 

12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan 

dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat. 

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Misi yang terkait dengan 

tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam misi ke-9 (Sembilan) yakni 

"Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan 

yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata 
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kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, KOlusi dan Nepotisme 

(KKN)". 

Kabupaten Malinau menetapkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Daerah : 

I. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur 

ekonomi. 

2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

3. Penguatan peran ekonomi desa untuk memperkuat ekonomi daerah 

dan penciptaan keunggulan komperatif dalam rangka kebijakan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

4. Pengembangan ibukota Malinau menjadi kota mandiri, pusat 

pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat 

informasidan pusat industry jasa. 

5. Penatalayanan pemerintahan atau reformasi birokrasi untuk pelayanan 

prima dari desa sampai kabupaten. 

Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan 4 (empat) Komitmen 

Daerah yakni : 

I. Revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan 

ketahanan pangan dan swasembada beras Malinau. 

2. Membangun ibukota kabupaten menjadi kota mandiri. 
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3. Mengembangkan pariwisata daerah dengan pengembangan 

infrastruktur pendukung sebagai tujuan wisata nasional dan 

intemasional. 

4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana RSUD Kabupaten Malinau untuk menoparig mutu 

pelayanan rumah sakit rujukan. 

Pemerintah Kabupaten Malinau juga mempunyai 3 (tiga) program 

unggulan, yakni : 

I. Program RT BERSIH. 

2. Program Beras Daerah (RASDA). 

3. Program Wajib Belajar Enam Belas Tahun Bebas SPP darfi PAUD, 

SD, SMP, SMU. 

Untuk tercapainya hal tersebut diatas, perlu ditingkatkannya integritas 

dan kompetensi aparatur di internal inspektorat, agar pengawasan dan 

pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi lebih 

efektif. 

Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai bagian dari Pemerintah 

Kabupaten Malinau selalu merujuk setiap gerak langkah dalam rencana 

strategisnya, kepada visi Kabupaten Malinau yang tertuang dalam 

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021. 
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Berdasarkan hal ini maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Malinau 

sebagari berikut : 

"Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional sebagai 

Pendorong tenvujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung 

jawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". 

Pernyataan Visi Inspektorat tersebut mengandung makna : 

I. Menjadikan Inspektorat yang Handa/ dan professional : 

Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah aparat pengawasan 

fungsional internal Pemerintah Kabupaten Malinau secara sadar dan 

patuh pada suatu standar dan etika profesi serta mampu 

melaksanakan togas dan fungsinya secara baik dan benar. 

2. Pendorong Terwujudnya Pemerintahan yang bersilz, 

bertanggwzgjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : 

Mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Malinau 

meyakini keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean 

governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) dan penerapan system Pengendalian Manajemen guna 

mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Malinau. 

43372.pdf 



- --------- ---

79 

Misi 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat 

Kabupaten Malinau, maka perlu dijabarkan kedalarn misi. Misi 

merupakan pemyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai dan menjelaskan eksistensi Inspektorat Kabupaten serta apa yang 

dilakukan, dan bagaimana melakukan. 

Misi Inspektorat Kabupaten Malinau didasarkan kepada misi ke 9 

(Sembilan) Kabupaten Malinau yang tertuang dalarn RPJMD Kabupaten 

Malinau Tahun 2016- 2021 yaitu "Mewujudkan Supremasi hukum dan 

menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna 

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) ". 

Sehubungan dengan hal ini ditetapkanlah misi Inspektorat Kabupaten 

Malinau sebagai berikut : 

I. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang darnai, aman, tertib, 

taat hukum, dan harmonis. 

2. Meningkatkan kineija administrasi pemerintahan. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan 

yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam 
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jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada dasamya tujuan adalah suatu 

kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau 

dihasilkan, maka disusunlah tujuan Inspektorat sebagai berikut : 

l.Mewujudkan penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan 

bertanggungjawab. 

2.Mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif. 

3.Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 

berorientasi publik. 

Sasaran merupakan bagian integral dalarn sistem perencanaan strategik 

yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan 

aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalarn jangka waktu 

tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Kemudian 

sasaran sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten 

Malinau dalarn periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

l.Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum. 

2.Terwujudnya reformasi birokrasi. 

3.Terwujudnya penunjang pengawasan 

4.Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten. 
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ldentiflkasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Inspektorat 

Dalam upaya meningkatkan prioritas pembangunan yang dapat 

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat 

dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat merumuskan identifikasi 

permasalahan yang bersifat tepat dan strategis. 

Tabel4.7 

ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan lsu Stragis 

lnspektorat Kabupaten Malin au 

Harapan/ 
Faktor yang Mempengaruhi 

Capalan/ Internal Eksternal (Diluar Kebijakan 
lsu Strategis 

Kondisi Saat lni 
Kondisi yang 

(Kewenangan Kewenangan lnspektorat 
lngin Dicapai 

lnspektorat) lnspektorat) 

Pengawasan • Pengawasan • Pengawasan • Keterbatasan lokasi De sa di • Perenca naan 
dari tingkat masih belum sudah meliputi SDM Malinau yang pengawasan 
SKPD, Des a, mencakup secara • Keterbatasan berjauhan yang baik 
sampai RT secara keseluruhan sarana dan dengan kondisi • Pengadaan 
dalam segala keseluruhan • Semakin prasarana terbatasnya Sarana dan 
aspek • Tingkat rendahnya dalam mod a Prasarana 

temuan masih jumlah menunjang transportasi Kantor 

banyak temuan pengawasan • Pelaksanaan 
pemeriksaan pengawasan 

sesuai 

dengan 

peraturan 

yang berlaku 

Aparat • Jumlah • Jumlah aparat Keterbatasan • Terbatasnya Pelatihan 

pengawas aparat pengawas Sumber Daya penyelenggar Sumber Daya 

yang pengawas yang memadai Manusia a an Bintek· Aparatur 

professional masih kurang • Kompetensi Bintek yang 

dan • Kompetensi aparat berkaitan 

proporsional aparat pengawas dengan 

pengawas yang optimal pengawasan 

masih belum • Anggaran 

optimal yang masih 

belum 

memadai 

Reformasi Kondisi SKPD Kondisi SKPD Keterbatasan Tingkat Koordinasi 

Birokrasi dan yang belum ideal yang Sumber Daya koordinasi antar antar SKPD 

Penilaian optimal dalam mencapai good Man usia SKPD yang masih dalam 

Kinerja SKPD menciptakan governance, rendah menciptakan 

good clean budaya anti 
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governance, government, dan korupsi, kolusi, 

clean pelayanan pu blik dan nepotisme 

govertment, dan 
pelayanan 
publik 

Tabel4.8 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, INSPEKTORAT 

VISI "Menjadikan lnspektorat yang handal dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". 

INDIKATOR 
TUJUAN SASARAN 

KINERJA 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Terlaksananya 56 56 56 56 56 
pengawasan SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 

SKPD, desa, + + + + + 
RT yang baik 109 09 desa 109 desa 109 desa 09 desa 
sesuai dengan + + + + + 
PKPTdan 378RT 378RT 378RT 378RT 378 RT 

pemeriksaan 

terpadu dengan 

Mewujudkan instansi terkait 165 165 165 165 165 
penegakan dan Terwujudnya 2. Tindak Lanjut LHE LHE LHE LHE LHE 

pengembangan pencegahan basil temuan 

hukum secara tindakan 
pengawasan 

adil dan pelanggaran 
yang dievaluasi 

bertanggungjawa hukum 
3. Terlaksananya 5 6 7 8 9 

Pemeriksaan Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus 
b Kasus Sesuai 

Perintah Bupati/ 

Wakil Bupati 

dan Pengaduan 

Masyarakat 4 4 4 4 4 
4. Terlaksananya laporan laporan laporan laporan laporan 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi 

MIS! 2: Meningkatkan kinerja 
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Terwujudny I. Terlaksananya 2 2 2 2 2 
a reformasi reformasi Jenis Jenis lap Jenis lap Jenis lap Jenis lap 

birokrasl birokrasi pada lap 
SKPD 

2. Terlaksananya 37 org 40 org 43 org 46 org 49 org 

Pelatihan 
Pemeriksaan 

dan 
Pengawasan 

Terwujudnya I. Konsultasi, 15 kec + 15 kec + 15 kec + 15 kec + 15 kec + 

Penunjang Koordinasi 5 lbg 51bg 5 lbg 5lbg 51bg 

Pengawasan Tindak !an jut 

Basil Temuan 
BPK, BPKP, 
Irjen, 
Inspektorat 
Provinsi , BKN 
Regional dan 
rapat-rapat 

Mewujudkan Koordinasi 350 lbr 400 lbr 450 lbr 500 lbr 550 lbr 

administrasi lainnya 

pemerintahan 2. Tersedianya 

yang efisien dan 
Pelayanan 

efektif 
Administrasi 
Perkantoran 15 unit 17 unit 19 unit 21 unit 23 unit 
dan Benda Pos 

3. Tersedianya 

Jasa 
Pemeliharaan 
dan Perizinan 39 unit 41 unit 43 unit 45 unit 47 unit 
Kendaraan 

din as/ 
Oprasional 54 jenis 56jenis 57 jenis 59 jenis 61 jenis 

4. Teriaksananya 
Pemeliharaan 62.500 65.000 67.500 70.000 72.500 
Peralatan lbr Ibr Ibr lbr lbr 
Kantor 

5. Tersedianya 

ATK 
7 9 II 13 15 

6. Tersedianya 
Laptop+ Laptop+ Laptop+ Laptop+ Laptop+ 

Pelayanan 
7 9 II 13 15 

Administrasi 
Komp+ Komput Komput Komput Komput 

Barang Cetakan 
7 Printer er+ 9 er+ II er+ 13 er+ 15 

dan 
Printer Printer Printer Printer 
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Penggandaan 15 org 20org 25 org 30 org 35 org 
7. Tersedia 

Peralatan 

Kantor berupa 
Laptop, 

Komputer, 

Printer 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 

8. Tersediaanya 

Pelayanan 
I I I I I 

Penilaian 
Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi 

Angka Kredit 
:Upgrade) :Upgrade) (Upgrade (Vpgrade 

Jabatan 

Fungsional 

Auditor/P2UPD 

9. Tersedianya 

PKPT, RKA, 
DPA dan Lakip 

Serta laporan 

Realisasi Fisik 
Lainnya 

10. Tersedianya 

SIM HP & 
Kepeg 

Terwujudnya Terwujudnya 1. Jumlah RKA 56 56 56 56 56 
pengelolaan anggaran SKPDyang SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 

keuangan daerah berbasis direviu 

yang akuntabel kinerja secara 2. laporan reviu 1 1 1 1 1 

dan berorientasi konsisten laporan laporan laporan laporan laporan 

publik 3. Jumlah SKPD 
56 56 56 56 56 

yang dinilai 
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 

4.1 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau 

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 

5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan 

strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui 
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bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana 

telah diurai sebelumnya, adapun Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau 

adalah: 

1. Pembinaan dan pengembangan hukurn terhadap aparatur pemerintah dan 

masyarakat 

2. Menciptakan budaya dan kondisi anti korupsi kolusi dan nepotisme 

3. Meningkatkan kompetensi bagi aparat pengawas 

4. Menyediakan sarana pendukung pengawasan 

5. Pengawasan dan pembinaan terhadap SKPD tentang perencanaan, 

Iaporan keuangan, pelaksanaan tupoksi 

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang Iingkup, dan sasaran pengawasan, 

serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

I. Perencanaan pengawasan yang baik 

2. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

3. Melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi 

4. Pelatihan Sumber Daya Aparatur 

5. Pengadaan barang danjasa 

6. Melakukan reviu RKA SKPD, LKPD, dan menilai kinerja SKPD 
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TUJUAN - SASARAN - STRATEGI - ARAH KEBIJAKAN VISI MISI 
INSPEKTORAT 

Tabel4.9 

MISI KABUPATEN MALINAU KE 9 (SEMBILAN) : 

"MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM 

DAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, SERTA EFISIEN 

GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA 

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME". 

Ml(:;I 1 :., IYJ~mant~pkan'tata kehidupan masyarakat yang damai, aman; tertib, taathu~uin, dan harmonis 
',; ... ~. :•· ·. :,' -· _ _: -- .-. __ •:--,: :. •· .. . '.· ·:, ·-:. 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Mewujudkan penegakan Terwujudnya Pembinaan dan 1. Perencanaan pengawasan 
dan pengembangan pencegahan tindakan pengembangan hukum yang baik 

hukum secara adil dan pelanggaran hukum terhadap aparatur pemerintah 2. Pelaksanaan pengawasan 

bertanggungjawab dan masyarakat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

4~;.~~:~;:~,~~~~§f~~!:-~~i~~tr~~-~-~~~~t5~!:.~~r-~~:i::~p~~:;::~~~~~~1#f~~t~~-\~::~~~~~r:_:~~~:I::-';J:~~~:~~~~~:.~l~t~~i!~:t~;}f~f.~};~ .. 
Mewujudkan administrasi 1. Terwujudnya 1. Menciptakan budaya dan 1. Melakukan pencegahan dan 

pemerintahan yang efisien refomasi birokrasi kondisi anti korupsi kolusi pemberantasan korupsi 

dan efektif dan nepotisme 2. Pelatihan Sumber Daya 

2. Meningkatkan kompetensi Aparatur 

bagi aparat pengawas 

Menyediakan sarana 

pendukung pengawasan Pengadaan barang dan jasa 
2. Terwujudnya 

penunjang 

pengawasan 

Terwujudnya pengelolaan Terwujudnya anggara Pengawasan dan pembinaan Melakukan reviu RKASKPD, 

keuangan daerah yang berbasis kinerja secara terhadap SKPD tentang LKPD, dan menilai kinerja SKPD 

akuntabel dan konsisten. perencanaan, laporan 

berorientasi publik keuangan, pelaksanaan tupoksi 
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Tabel4.10 INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT 

MIS! KABUPATEN MALINAU KE 9 (SEMBILAN): 

"MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, SERTA 

EFISIEN GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI, 

DAN NEPOTISME". 

:.IJ~'r:~TsTirn"s--ektoratXi~:)\ii~m~nta'"~aw.tara:kenitiU·a-wrrn~as···arakat,~"'irr·f""~aamai~::·'am:an:te""'rtltl~taaenui<UiTt'aan~narmortts~~.-;~~ 

~;~\·~~.:?)~~~~~x~~:~~ll~;tYf~i:::;~:~;~~t~:~t~e;~~~~;?ts~t6i!#:~1~WL~::~f~w~\t::r~~~~t~;1:"~(~~i:t;~~:;~r:qm:~~J~r;~;If~·f;~~~:::·t~J~ 
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-

INDIKATOR KINERJA 
2017 2018 2019 2020 2021 

I. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang 56 56 56 56 56 
baik sesuai dengan PKPT dan pemeriksaan terpadu SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 
dengan instansi terkait + + + + + 

109 desa 109 desa 109 desa 109 desa 109 desa 
+ + + + + 

378RT 378RT 378RT 378RT 378RT 
2. Tindak Lanjut basil temuan pengawasan yang 165 165 165 165 165 

dievaluasi LHE LHE LHE LHE LHE 

5 6 7 8 9 
3. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah kasus kasus kasus kasus Kasus 

Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat 

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4laporan 

4. Terlaksanya pencegahan dan pemberantasan 
korupsi 

i.~~~·:;·~·~.:-:i~{:. ~ .~-::~·~~ ;_~~~:~~:·_0~;~-~.~t r~~~l~~~~~}~~~~,~~{~~~~~-~~\~·~~P-~~tt~:~~~:~~;3~~~f~~~0·~,-~~~z~~~~:.:~~;~~~~~~!tt~-::·_:_ .. 
)'.· .. · 

"' _. 
·- ' /_ 

I. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SK.PD 2jenis 2jenis 2jenis 2 jenis 2jenis 
lap lap lap lap lap 

2. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan 37 org 40 org 43 org 46 org 49 org 
Pengawasan 

I. Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan 15 kec 15 kec 15 kec 15 kec 15 kec 

BPK, BPKP, lrjen, lnspektorat Provinsi . BKN + + + + + 
Regional dan rapat-rapat Koordinasi lainnya 5lbg 5lbg 5lbg 5lbg 5!bg 

2. Tersedianya Pe!ayanan Administrasi Perkantoran 350 lbr 400 lbr 450 lbr 500 lbr 550 lbr 
dan Benda Pos 

3. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 15 unit 17 unit 19 unit 21 unit 23 unit 

Kendaraan dinas/ Oprasional 
4. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor 39 unit 41 unit 43 unit 45 unit 47 unit 

5. Tersedianya ATK 54 jenis 56 jenis 57 jenis 59 jenis 61 jenis 

6. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang 62.500 lbr 65.000 lbr 67.500 lbr 70.000 lbr 72.500 lbr 

Cetakan dan Penggandaan 
7. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, 7 Laptop+ 9 Laptop+ II Laptop 13 Laptop+ !5 Laptop 

Komputer, Printer 7 Komputer 9 +II 13 + 15 
+ 7 Printer Komputer Komputer Komputer+ Komputer 

+ 9 Printer + II 13 Printer + 15 
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Printer Printer 
8. Tersediaanya Pelayanan Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD 15 org 20 org 25 org 30 org 35 org 

9. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta 
laporan Realisasi Fisik Lainnya 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 

I 0. Tersedianya SIM HP dan Kepegawaian I Aplikasi I Aplikasi I Aplikasi I Aplikasi I Aplikasi 
(Upgrade) (Upgrade) (Upgrade) (Upgrade) 

I. Jumlab RKA SKPD yang direviu 56SKPD 56SKPD 56SKPD 56 SKPD 56SKPD 

2. Laporan reviu LKPD dan Pelaporan Kinerja 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 

3. Jumlah SKPD yang dinilai Laporan laporan Laporan Laporan laporan 

56SKPD 56SKPD 56SKPD 56SKPD 56SKPD 

3. Hasil Penelitian 

Penelitian terhadap Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada 

Inspektorat Kabupaten Malinau mengacu pada IACM (Internal Audit 

Capability Model), yaitu meliputi 6 elemen dan 58 pemyataan dengan 

mendasarkan apada indikator yang harus dipenuhi. 

Elemen I : Peran dan Layanan terdiri dari 9 indikator 

Elemen 2: Pengelolaan SDM terdiri dari 12 pemyataan 

Elemen 3 : Praktik Profesional terdiri dari 13 Pemyataan 

Elemen 4: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja terdiri dari 10 pemyataan 

Elemen 5 : Budaya dan hubungan organisasi terdiri dari 6 pemyataan 

Elemen 6 : Struktur Tata Kelola terdiri dari 8 pemyataan 

Adapun rincian dari masing masing elemen dan indikatomya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.!1 Elemen 1 : Peran dan Layanan 

No Pemyataan Indikator 
1 Kami telah melakukan kegiatan Auditor sudah melaksanakan 

pengawasan audit atas transaksi prosedur audit stan dar untuk 
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dan!atau dokumen tertentu untuk menilai akurasi perhitungan (seperti 
menilai akurasi perhitungan vouching~ tracing) 

2 Kegiatan Pengawasan yang kami PKPT/PKAT berisi rencana audit 
lakukan bersifat audit kepatuhan untuk mengUJI kepatuhan antara 
(compliance auditing) kondisi dengan kriteria yang ada 

Audit kepatuhan mencakup · audit 
atas transaksi-transaksi keuangan, 
audit keputusan administratif, dan 
setiap audit dengan keputusan 
administratif, dan setiap audit 
denganatas kelayakan pengambilan 
pendekatan proses. 

3 kami telah memiliki internal Terdapat internal audit charter 
audit charter yang yang didalamnya mengungkapkan 
mengungkapkan mengenai sifat mengenai Jasa assurance yang 
Jasa assurance yang dapat dapat diberikan APIP saat ini, yaitu 
diberikan APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan (compliance 
audit kepatuhan (compliance auditing). lAC merupakan 
auditing) pemyataan tertulis yang berisi visi, 

tujuan internal audit, kewenangan 
dan tanggung jawab APIP · dalam 
organisasi, independensi, akses dan 
kerahasiaan, j as a layanan yang bisa 
diberikan oleh APIP(sangat 
tergantung sumber daya yang 
dimiliki), ruang lingkup audit, 
standar yang digunakan, hubungan 
dengan external audit, dan 
pelaporan audit; yang dibuat 
dengan tujuan untuk membangun 
komitrnen tertulis dari pucuk 
pimpinan organisasi (K/L/Pemda) 
sehingga: I). tidak ada pembatasan 
ruang lingkup APIP ; 2). Terjamin 
ketersediaan sumber daya yang 
diperlukan dalam kegiatan 
pengawasan intern; 3). Terjamin 
akses terhadap seluruh infom1asi 
yang diperlukan dalam kegiatan 
pengawasan intern. 

4 Setiap Tim yang melaksanakan Setiap tim yang melakukan 
penugasan pengawasan telah penugasan pengawasan telall 
menyusun rencana dan program menyusun rencana dan program 
keJ.ja audit pada tingkat tim audit keJ.ja audit pada tingkat tim audit 
secara terstruktur (mencakup sesuai dengan Peraturan Menteri 
pengidentifiksaian kriteria yang Negara Pendayagunaan Aparatur 
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relevan; pengdokumentasian 
survei atas pengendalian intern; 
pengidentifikasian sasaran, 
ruang lingkup, dan metodologi 
pengawasan; 
pengembangan 
rinci). 
Kami telah 

serta 
rencana audit 

melaksanakan 
penugasan pengawasan yang 
mencakup penerapan prosedur 
pengawasan yang spesifik, 
penyusunan kertas kerja (KKA) 
atas prosedur yang dilaksanakan 
dan hasil-hasilnya, 
pengevaluasian informasi yang 
diperoleh, pembuatan simpulan 
yang spesifik dan 
pengembangan rekomendasi. 

Karni telah menyusun laporan 
untuk mengomunikasikan hasil 
penugasan pengawasan serta 
mengembangkan dan 
memelihara sistem pemantauan 
tindak lanjut rekomendasi 
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Negara dan Reformasi Birokrasi 
nomor 19 tahun 2009 tentang 
Pedoman Kendali Mutu Audit 
Aparat Pengawasan Instansi 
Pemerintah-PENGENDALIAN 
MUTU AT AS PENYUSUNAN 
RENCANADANPROGRAM 
I). Auditor sudah melaksanakan 
prosedur audit untuk menguji 
kesesuaian dan kepatuhan antara 
kondisi dengan kriteria yang ada 
(mis: prosedur analitis, konfirffiasi, 
cek fisik). 2). Setiap prosedur audit 
yang dilaksanakan maupun tidak 
dilaksanakan didokumentasikan 
(mis: KKA yang merujuk ke 
Nomor KKA). 3). Auditor telah 
melakukan evaluasi atas informasi 
yang diperoleh. 4). Auditor 
menyusun simpulan yang didukung 
oleh bukti-bukti yang relevan yang 
dituangkan dalam KKA. 5). 
Auditor mengembangkan 
rekomendasi yang bersifat 
menghilangkan penyebab. 6). 
Penggunaan Kartu Kendali Mutu 
dan sup_ervisi penugasan. 
1. LHA disusun sesuai dengan 
Pedoman Kendali Mutu Audit 
Aparat Pengawasan Instansi 
Pemerintah- PROSEDUR 
PENGENDALIAN MUTU 
PELAPORAN AUDIT, yang 
meliputi a. I.: 1 ).Ketua Tim dibantu 
Anggota Tim telah menyusun 
konsep LHA berdasarkan hasil 
audit yang didokumentasikan 
dalam KKA dan temuan audit yang 
telah dikimunukasikan dengan 
auditi. 2). Konsep LHA direviu 
oleh Pengendali Mutu/Pimpinan 
APIP. 4). LHA final didistribusikan 
kepada pihak-pihak yang 
berwenang. 2. Terdapat mekanisme 
pemantauan tindak lanjut sesuai 
Pedoman Kendali Mutu Audit 
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Dengan audit yang kami 
lakukan, kami telah dapat 
memberikan keyakinan yang 
memadai (assurance) bahwa 
area I proses I sistem yang 
diaudit telah sesuai dengan 
ketentuan pelaksaannya 
(kebijakan I rencana I prosedur I 
hukum I peraturan I kontrak I 
kriteria lainnya). 

Audit ketaatan yang kami 
lakukan telah dapat mencegah 
dan mendeteksi tindakan ilegal 
dan penyimpangan terkait 
dengan kebijakan I prosedur I 
persyaratan kontrak yang ada 

Hasil Rekomendasi kami telah 
ditindaklanjuti dan memberikan 
peningkatan pencapaian dari 
tujuan organisasi dan 
keefekti van dari operasi 
organisasi (KL/Pemda) 
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Aparat Pengawasan Instansi 
Pemerintah- PEDOMAN 
PENGENDALI MUTU 
PELAKSANAAN TINDAK 
LAN JUT HASIL AUDIT. 
1 ). Perencanaan pengawasan pada 
tingkat tim audit sudah sesua1 
dengan Pedoman Kendali Mutu 
Audit Aparat Pengawasan Instasi 
Pemerintah , 2). Prosedur atau 
langkah-langkah audit yang 
dituangkan dalam Program Keija 
Audit sudah dilakukan sesua1 
dengan tujuannya; 3). Mekanisme 
pelaporan dan tindak lanjut seudah 
sesuai dengan Pedoman Kendali 
Mutu Audit Aparat Pengawasan 
Instasi Pemerintah; 4). LHA 
menunjukkan bahwa area I proses I 
sistem yang diaudit telah sesuai 
dengan ketentuan pelaksanaannya. 
1 ). Perencanaan pengawasan pada 
tingkat tim audit sudah sesum 
dengan Pedoman Kendali Mutu 
Audit Aparat Pengawasan lnstasi 
Pemerintah , 2). Prosedur atau 
langkah-langkah audit yang 
dituangkan dalam Program Keija 
Audit sudah dilakukan sesua1 
dengan tujuannya; 3). Mekanisme 
pelaporan dan tindak lanjut sudah 
sesuai dengan Pedoman Pengendali 
Mutu Audit Aparat Pengawasan 
Instansi Pemerintah. 
Perencanaan pengawasan pada 
tingkat tim audit sudah sesuai 
dengan Pedoman Kendali Mutu 
Audit Aparat Pengawasan Instasi 
Pemerintah , 2). Prosedur atau 
langkah-langkah audit yang 
dituangkan dalam Program Kerja 
Audit sudah dilakukan sesilai 
dengan tujuannya; 3). Mekanisme 
pelaporan dan tindak lanjut sudah 
sesuai dengan Pedoman Pengendali 
Mutu Audit A]J!!rat Pe11_gawasan 
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I I 
I Instansi Pemerintah. 

Tabel 4.12 Elemen 2 : Pengelolaan SDM 

No Pernyataan lndikator 

1 Kami telah mengidentifikasi APIP memiliki dokumen hasil 
kompetensi (pengetahuan, identifikasi atas kompetensi yang 
keahlian teknis, sikap) dan dibutuhkan untuk melaksanakan 
kompetensi lain yang kegiatan pengawasan yang telah 
dibutuhkan untuk melaksanakan direncanakan. 
kegiatan pengawasan yang telah 
direncanakan 

2 kami telah memiliki uraian Terdapat dokurnen uraianjabatan 
jabatan (job description) untuk untuk setiap posisi jabatan pada 
setiap posisi jabatan di unit keija APIP. Uraian jabatan berisi : uraian 
kami yang disusun berdasarkan pekeijaan (tanggungjawab), 
analisis jabatan dan dievaluasi wewenang, deskripsi pekerjaan, 
secara berkala. dll); Ukuran kineij a yang 

dipersyaratkan, sebagai indikator 
terhadap keberhasilan 
menyelesaikan tanggungjawab 
utama jabatan; Persyaratan jabatan 
(job Requirement). 

3 Kami telah menentukan APIP telah menyusun klasifikasi 
klasifikasi pemberian insentif pemberian insentif bagi staf APIP 
untuk setiap posisi jabatan di sesuai dengan uraian jabatan, 
unit keija kami. kompetensi, pengalaman, dan 

kinerja; dan telah mengusulkannya 
kepada pimpinan KIL/Pemda 

4 Proses rekrutmen kami telah 1 ). APIP memiliki auditor dengan 
dapat memperoleh pegawai yang jumlah sesuai yang diperlukan dan 
kompeten (memenuhi dengan kualitas sesuai dengan hasil 
persyaratan pengetahuan, identifikasi kompetensi. 2). 
keahlian, dan kompetensi lain Terdapat dokumen permintaan staf 
yang diperlukan untuk yang dibutuhkan berdasarkan hasil 
melaksanakan tugas pengawasan identifikasi kompetensi. 
intern. 

5 kegiatan pengawasan intern 1). Seluruh penugasan pengawasan 
yang kami lakukan sudah dilaksanakan oleh tim audit yang 
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memenuhi kecermatan profesi kompeten (kompeten dapat dilihat 
(due professional care) dan dari apakah di dalam tim terdapat 
menghasilkan temuan, simpilan, auditor yang sudah memiliki JF A 
dan rekomendasi yang bermutu. dan atau sertifikasi profesi internal 

auditor lainnya) dan sudah 
dilakukan supervisi dengan 
semestinya. 

6 Kami telah memiliki dokumen Terdapat dokumenrencana diklat 
tertulis yang memuat rencana bag( setiap auditor. Di banyak 
pendidikan dan pelatihan bagi daerah, perencanaan dan 
setiap auditor (meliputi jenis dan pelaksanaan diklat dipusatkan di 
jumlah diklat, penyelenggara badan diklat, sehingga APIP hanya 
diklat, waktu diklat, bersifat menunggu panggilan diklat. 
anggarandan SDM yang akan Apabila kasusnya demikian, tetap 
ikut diklat. penting sekali bagi APIP untuk 

merencanakan diklat bagi setiap 
auditomya, kemudian 
mengusulkannya kepada badan 
diktat agar diklat yang diikuti 
auditor tepat guna dan tepat 
sasaran. 

7 Kami telah mendorong setiap Bentuk dorongan tersebut antara 
auditor untuk menjadi anggota lain: APIP menyediakan anggran 
profesi. khusus untuk menjadi anggota 

profesi; atau adanya pemberian ijin 
kepada auditor untuk menghadiri 
acara-acara yang diselenggarakan 
oleh profesi seperti diklat, seminar, 
ujian sertifikasi profesi, workshop, 
dll 

8 Kami telah memantau dan terdapat laporan periodik yang telah 
mendokumentasikan untuk berisi daftar training yang telah 
memastikan bahwa kebutuhan diikuti oleh setiap auditor. 
training dan pengembangan 
profesi setiap auditor telah 
terpenuhi, serta membuat 
laporannya. 

9 kami telah meyakini bahwa I). APIP memiliki dokumen basil 
kompetensi (keahlian, identifikasi atas kompetensi untuk 
pengetahuan dan perilaku) pada melaksanakan kegiatan pengawasan 
semua posisi telah memadai yang telah direncanakan. 2). 
untuk melaksanakan tugas Rekruitmen auditor telah sesuai 
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pokok dan fungsi kami. dengan usulan perrnintaan staf yang 
dibutuhkan. 

10 Setiap auditor memiliki Kecukupan angka kredit 
kornitmen untuk terus menerus pengembangan profesi untuk setiap 
belajar. auditor. 

11 Pelaksanaan pengawasan Seluruh auditor telah bersertifikast 
dilaksanakan oleh pejabat yang JFA 
memiliki sertifikasi j abatan 
fungsional auditor. 

12 Kami te;ah menyusun APIP merencanakan kegiatan PKS, 
perencanaan jumlah pelatihan seminar, workshop, diklat, dll 
minimal bagi setiap auditor yang untuk setahun. 
harus dipenuhi setiap tahunnya 
(sekitar 30 sd 40 jam per tahun) 

Tabel 4.13 Elemen 3 : Praktik Profesional 

No Pernyataan lndikator 

1 Pengawasan yang kami lakukan APIP memiliki perencanaan dan 
telah berdasarkan perencanaan pedoman pelaksanaan 
dan pedoman. pengawasan. 

2 Kami telah memiliki Program APIP telah menyusun PKPT/PKA 
Kerja Pengawasan Tahunan 
(PKPT) 

3 Dalam penyusunan PKPT kami 1). APIP memiliki audit universe 
telah mengidentifikasi semua unit (peta auditi). Audit universe 
kerja (auditi) yang dapat diawasi merupakan objek yang berpotensi 
(audit universe) dan untuk diaudit; dapat berupa divisi, 
mengidentifikasi data!dokumen bagian, bidang, 
yang diperlukan dalam audit. cabang/perwakilan, kegiatan, 

proyek, kebijakan, program, dsb. 
2). Audit universe sudah 
memperhatikan: apakah objek 
tersebutmemiliki pengaruh yang 
cukup material; apakah audit dan 
pengendalian layak dikembangkan 
terhadapt obyek tersebut; apakah 
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dana yang dikelola obyek tersebut 
cukup signifikan. 

4 Kami telah mengidentifikasi area APIP/PKAT disusun sesuai 
dan topik yang dipertimbangkan dengan prioritas 
untuk menjadi prioritas kegiatan 
APIP dalam PKPT dengan 
berkonsultasi kepada manejemen 
I pemangku kepentingan. 

5 PKPT kami telah 1 ). Seluruh penugasan pengawasan 
mempertimbangkan seluruh dilaksanakan oleh tim audit yang 
sumber daya yang diperlukan kompeten (kompeten dapat dilihat 
(mencakup: SDM, keuangan dan dari apakah di dalam tim terdapat 
sarana prasarana). auditor yang sudah memiliki JF A 

dan atau sertifikasi profesi internal 
auditor lainnya) dan sudah 
dilakukan supervisi dengan 
semestinya. 

6 PKPT yang kami susun telah 
disetujui oleh Pimpinan 
Kementerian/Lembaga/Pemda. 

7 Internal Audit Charter yang kami lAC mencantumkan : kewenangan 
miliki memuat kewenangan untuk mengakses cacatan, personil, 
untuk mengakses cacatan, kekayaan, fisik; kewenangan untuk 
personil, kekayaan fisik; hadir dalam rapat terkait lingkup 
kewenangan untuk hadir dalam kegiatan pengawasan intern; 
rapat terkait lingkup kegiatan definisi pengawasan intern; Kode 
pengawasan intern; definisi Etik dan Standar Pengawasan yang 
pengawasan intern; Kode Etik digunakan. 
dan Standar Pengawasan yang 
digunakan. 

8 Internal Audit Charter telah /A C telah ditandatangani oleh 
mendapatkan persetujuan secara pimpinan KIL/Pemda 
formal dari 
Pimpinan/Kementerian/Lembaga/ 
Pemda 

9 Kami telah memiliki kebijakan Terdapat peraturan/SK/Notulen 
dalam bentuk peraturan /SK yang rapat terkait dengan kegiatan 
terkait dengan kegiatan pengawasan intern. 
pengawasan intern (misalnya : 
kebijakan SDM, manaiemen 
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informasi, dan keuangan). 

10 Kami telah memiliki Terdapat pedoman/juklak/SOP 
pedoman/juklak pengawasan pengawasan intern. 
intern (metodologi, standar, 
prosedur, perangkat dalam 
melakukan kegiatan pengawasan 
intern). 

11 Adanya dokumentasi atas I). Misal : kalau ada crash 
kebijakan, proses, prosedur, dan program yang harus dilaksanakan 
metodologi pengawasan. sehingga mengubah prioritas 

dalam PKPT, maka kebijakan ini 
harus didokurnentasikan. 2).KKA 

12 Diterapkannya standar kendali Penugasan audit seudah 
mutu pada setiap penugasan menerapkan Peraturan Menteri 
audit. Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi 
nomor 19 tahun 2009 tentang 
Pedoman Kendali Mutu Audit 
Aparat Pengawasan Instansi 
Pemerintah. Kendali mutu ini 
harus dibuktikan dengan dokumen 
kendali mutu atau pernyataan reviu 
atau paraf atas setiap dokumen 
pengawasan (seperti form kendali 
mutu, checklist, dan paraf). 

13 Penugasan pengawasan intern yang 1. Terdapat kebijakan, standar, 
kami lakukan telah mengacu pad a pedoman, dan prosedur yang diacu. 
kebijakan, standar, pedoman dan 2. APIP sudah melakukan internal 
prosedur yang ditetapkan. quality assessment (bisa self-

assessment; atau self-assessment 
dengan validation oleh pihak lain di 
luar APIP; atau external quality 
assessment oleh pihak lain di luar 
APIP} untuk menilai kesesuaian 
penugasan pengawasan intern 
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Tabel4.14 Elemen IV : Aknntabilitas Manajemen Kinerja 

No Pemyataan 

1 

2 

3 

4 

Kami telah memiliki Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT) yang di 
dalamnnya telah mengidentifikasi 
sasaran dan hasil-hasil yang ingin 
dicapai. 

RKT kami telah 
mempertimbangkan pelayanan 
penunjang dan administrasi yang 
dibutuhkan untuk melakukan 
kegiatan yang efektif 
(misal:SDM, material, teknologi 
informasi). 

RKT yang kami susun mencakup 
penetapan jadwal dan penetapan 
sumber daya yang dibutuhkan 
untuk mencapa1 sasaran yang 
telah ditetapkan. 

Dalam RKT, kami telah 
mengembangkan langkah-langkah 
penting untuk mencapai sasaran 
yang diharapkan 

lndikator 

Sebagaimana indikator dalam 
kinerja Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Komponen Perencanaan Kinerja 
dan Subkomponen Dokumen 
Rencana Kinerja Tahunan 
(PERATURAN MENTER! 
NEGARA PEND A YAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 13 TAHUN 2010) 
Sebagaimana indikator da1am 
kinerja Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Komponen Perencanaan Kinerja 
dan Subkomponen Dokumen 
Rencana Kinerja Tahunan 
(PERA TURAN MENTER! 
NEGARA PEND A YAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 13 TAHUN 2010). 
Sebagaimana indikator dalam 
kinerja Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Komponen Perencanaan Kinerja 
dan Subkomponen Dokumen 
Rencana Kinerja Tahunan 
(PERA TURAN MENTER! 
NEGARA PEND A YAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 13 TAHUN 2010). 
Sebagaimana indikator dalam 
kinerja Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Komponen Perencanaan Kinerja 
dan Subkomponen Dokumen 
Rencana Kinerja Tahunan 
(PERA TURAN MENTER! 
NEGARA PEND A YAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
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REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 13 TAHUN 2010). 

5 RKT yang disusun menyediakan Sebagaimana indikator dalam 
instrumen untuk mengendalikan kinerja Evaluasi Akuntabilitas 
operasional kegiatan pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah 
(rencana/target atas inputs, Komponen Perencanaan Kinerja 
outputs, outcomes). dan Subkomponen Dokumen 

Rencana Kinerja Tahunan 
(PERATURAN MENTER! 
NEGARA PEND A YAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 13 TAHUN 2010). 

6 RKT yang kami susun telah Tersedianya PKPT 
memperoleh persetujuan dari 
pimpinan Kementerian/ Lembaga/ 
Pemda. 

7 Kami memperoleh pengalokasian DPASKPD 
anggaran untuk kegiatan 
pengawasan dan dapat 
mempergunakan anggaran 
terse but untuk merencanakan 
kegiatan oengawasan. 

8 Kami menyusun anggaran secara DPASKPD 
realistis/wajar untuk kegiatan-
kegiatan dan sumber daya yang 
telah diidentifikasi dalam RKT 

9 Anggaran operasional kami telah DPASKPD 
disahkan oleh pimpinan 
Kementerian/Lembaga!Pemda 

10 Kami Selalu melakukan reviu Reviu DP A SKPD 
terhadap anggaran operasional 
secara berkesinambungan untuk 
memastikan bahwa anggaran yang 
disusun masih realistis dan akurat, 
dan kami mengidentifikasi dan 
melaporkan setiap selisih yang 
ada. 
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Tabel 4.15 Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi 

No Pernyataan Indikator 

1 Kami telah rnerniliki struktur . Struktur Organisasi 
organisasi untuk rnelaksanakan 
pengawasan intern sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yang 
ditetapkan secara formal dalarn 
bentuk peraturan a tau SK 
Pirnpinan KIL/Pemda. 

2 Karni telah rnengidentifikasikan Uraian tugas pokok dan fungsi 
peran dan tanggungjawab seluruh 
pej a bat struktural di lingkungan 
karni. 

3 Karni telah memiliki aturan, Misal : terdapat mekanisme rapat 
araban, dan sarana komunikasi di internal APIP secara berkala. 
lingkungan internal APIP. 

4 Kami telah membina hubungan Misal : terdapat suatu forum yang 
dan mendorong komunikasi yang mengurnpulkan tim audit dalarn 
efektif di lingkungan internal APIP untuk dapat saling berbagi 
APIP. informasi; terdapat moment 

pembekalan kepada tim audit oleh 
pimpinan APIP; terdapat forum 
ekspos hasil-hasil audit. 

5 Karni telah menganalisis 1). Analisis kebutuhan sumber 
kebutuhan dan memperoleh daya didokumentasikan. 2). APIP 
sumber daya dan perangkat memiliki sumber day a dan 
pengawasan intern termasuk perangkat pengawasan intern 
perangkat berbasis teknologi termasuk perangkat berbasis 
untuk mengelola dan teknologi sesuai yang dibutuhkan. 
melaksanakan kegiatan 
pengawasan intern. 

6 Struktur organisasi kami tel at Struktur organ1sas1 APIP 
tepat dan sesum dengan memungkinkan APIP untuk 
kebutuhan dab budaya organisasi berkomunikasi secara langsung 
K/L/Pemda. dengan pucuk p1mpman 

organisasi, dan memungkinkan 
APIP untuk dapat melakukan 
pengawasan tanpa ada 
pembatasan akses ke seluruh unit 
organisasi. 
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Tabel4.16 Elemen VI : Struktur Tata Kelola 

No Pernyataan lndikator 

1 Internal audit charter telah Adanya Audit Charter 
mengidefinisikan secara formal 
visi, misi, tujuan, wewenang, dan 
tanggungjawab unit kerja kami, 
dan telah memperoleh persetujuan 
secara formal dari ·pimpinan 
organisasi K/L/Pemda. 

2 Tujuan, wewenang, dan tanggung Komunikasi tersebut bisa dalam 
jawab unit kerja kami telah bentuk sosialisasi saat gelar 
dikomunikasikan keseluruh pengawasan, rapat pimpinan. 
organisasiK/L/Pemda. 

3 Kami telah memiliki sis tern Ada prosedur/sistem yang 
pelaporan kegiatan dan pelaporan menunjukan bahwa APIP melapor 
administrasi pengawasan secara fungsional ke Pimpinan 
(functional and administrative K/L/Pemda dan secara 
reporting) secara formal kepada administratif ke 
level pimpinan K/L/Pemda yang Sekjen/Sesma/Sekda. 
memungkinkan kami 
melaksanakan tanggung jawab 
kami secara penuh. 

4 Kami telah melakukan revi u dan Adanya reviu Audit Charter 
pemuktahiran intemal audit 
charter secara berkala dan 
mendapat persetu juan p1mpman 
organisasi. 

5 Internal audit charter dapat AdanyaAudit Charter 
dijadikan dasar bagi manajemen 
organisasi K/L/Pemda untuk 
mengevaluasi kegiatan kami. 

6 Internal audit charter telah Adanya Audit Charter 
mencakup kewenangan untuk 
mengakses seluruh informasi, 
aset, dan personil orgamsas1 
K/1/Pemda. 

7 kami memiliki kebijakan dan Adanya SOP 
prosedur formal terkait dengan 
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kewenangan untuk mengakses 
secara penuh, bebas dan tidak 
terbatas atas seluruh cacatan, 
kekayaan fi sik, dan personil 
orgarusas1 K/L/Pemda yang 
diaudit, serta tidak ada intervensi 
dan pembatasan ruang lingkup. 
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8 Karni telah menerapkan prosedur 
yang harus diikuti jika auditi tidak 
mengungkapkan dokumen yang 
dipertukan selama pelaksanaan 
tugas pengawasan. 

Terdapat SOP mengenai apa yang 
harus dilakukan auditor jika auditi 
tidak mengungkapkan dokurnen 
yang diperlukan selama 
pelaksanaan tugas pengawasan. 

Adapun hasi l hasi l questionare yang dibagikan kepada 29 (dua puluh sembilan) 

responden sebagai berikut : 

Tabel 4-17 Hasil Tabulasi Responden 

No Pernya taan 

Kami telah melakukan kegiatan pengawasan 
audit atas transaksi danlatau dokumen tertentu 
untuk menilai akurasi perhitungan 

2 Kegiatan Pengawasan yang kami 
bersifat audit kepatuhan (compliance auditing) 

3 kami telah memiliki internal audit charter yang 
mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance 
yang dapat diberikan APIP saat ini , yaitu audit 
kepatuhan (compliance auditing) 

TOTAL 
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4 Setiap Tim yang melaksanakan penugasan 
pengawasan telah menyusun rencana dan 
program kerj a audit pada tingkat tim audit 
secara terstruktur (mencakup pengidentifiksaian 
kriteria yang relevan; pengdokumentasian survei 
atas pengendalian intern; pengidentifikasian 
sasaran, ruang lingkup, dan metodologi 
pengawasan; serta pengembangan rencana audit 
rinci). 

5 Kami telah melaksanakan 
pengawasan yang mencakup penerapan 
prosedur pengawasan yang spesifik, penyusunan 
kertas kerja (KKA) atas prosedur yang 
dilaksanakan dan hasil-hasi lnya, pengevaluasian 
informasi yang diperoleh, pembuatan simpulan 
yang spesifik dan pengembangan rekomendasi. 

6 Kami telah menyusun laporan 
mengomunikasikan hasil penugasan 
pengawasan serta mengembangkan dan 
memelihara sistem pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi. 

7 Dengan audit yang kami lakukan, kami telah 
dapat memberikan keyakinan yang memadai 
(assurance) bahwa area I proses I sistem yang 
diaudit telah sesuai dengan ketentuan 
pelaksaannya (kebijakan I rencana I prosedur I 
hukurn I peraturan I kontrak I kriteria lainnya). 

8 Audit ketaatan yang kami lakukan telah dapat 
mencegah dan mendeteksi tindakan ilegal dan 
penyimpangan terkait dengan kebijakan I 
prosedur I persyaratan kontrak yan g ada. 

9 Hasil Rekomendasi kami telah ditindaklanjuti 
dan memberikan peningkatan pencapaian dari 
tujuan organisasi dan keefektivan dari operasi 
organisasi (KL/Pemda) 

kompetensi 
keahlian teknis, sikap) dan 

kompetensi lain yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah 
d i rencanakan 
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2 kami telah memiliki uraian jabatan (job 
description) untuk setiap posisi jabatan di unit 
kerja kami yang disusun berdasarkan analisis 
jabatan dan dievaluasi secara berkala. 

3 Kami telah menentukan klasifikasi pemberian 
insentif untuk setiap posisi jabatan di unit kerja 
kami . 

4 Proses rekrutmen kami telah dapat memperoleh 
pegawai yang kompeten (memenuhi persyaratan 
pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain 
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 
pengawasan intern. 

5 kegiatan pengawasan intern yang kami lakukan 
sudah memenuhi kecermatan profesi (due 
professional care) dan menghasilkan temuan, 
simpilan, dan rekomendasi yang bermutu. 

6 Kami telah memiliki dokumen tertulis yang 
memuat rencana pendidikan dan pelatihan bagi 
setiap auditor (mel iputi jenis dan jumlah diktat, 
penyelenggara diklat, waktu diktat, anggarandan 
SDM yang akan ikut diklat. 

7 Kami telah mendorong setiap auditor untuk 
menjadi anggota profesi. 

8 Kami telah memantau dan mendokumentasikan 
untuk memastikan bahwa kebutuhan training 
dan pengembangan profesi setiap auditor telah 
terpenuhi, serta membuat laporannya. 

9 kami telah meyakini bahwa kompetensi 
(keahlian, pengetahuan dan perilaku) pada 
semua pos1s1 telah memadai untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. 

l 0 Setiap auditor memiliki komitmen untuk terus 
menerus belajar. 

ll Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh 
pejabat yang memiliki sertifikasi jabatan 
fungsional auditor. 

12 Kami te;ah menyusun perencanaan jumlah 
pelatihan minimal bagi setiap auditor yang harus 
dipenuhi setiap tahunnya (sekitar 30 sd 40 jam 
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Pengavvasan yang 
berdasarkan perencanaan dan pedoman. 

2 Kami telah memiliki Program 
Pengavvasan Tahunan (PKPT) 

3 Dalam penyusunan PKPT kami 
mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang 
dapat diavvasi (audit universe) dan 
mengidentifikasi data/dokumen yang diperlukan 
dalam audit. 

4 Kami telah mengidentifikasi area dan topik yang 
dipertimbangkan untuk menjadi prioritas 
kegiatan APIP dalam PKPT dengan 
berkonsultasi kepada manejemen I pemangku 

5 PKPT kami telah mempertimbangkan seluruh 
sumber daya yang diperlukan (mencakup: SDM, 
keuangan dan sarana prasarana). 

6 PKPT yang kami susun telah disetuju i oleh 
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda. 

7 Internal Audit Charter yang kami miliki memuat 
kewenangan untuk mengakses cacatan, personil , 
kekayaan fisik ~ kewenangan untuk hadir dalam 
rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan 
intern ~ definisi pengavvasan intern ~ Kode Etik 
dan Standar Pengawasan yang digunakan. 

8 Internal Audit Charter telah mendapatkan 
persetujuan secara formal dari 
Pimpinan/Kementerian/Lembaga/ 
Pemda 

9 Kami telah memiliki kebijakan dalam 
peraturan /SK yang terkait dengan kegiatan 
pengawasan intern (misalnya : kebijakan SDM, 
manajemen informasi, dan keuangan). 

10 Kami telah memiliki pedoman/juklak 
pengawasan intern (metodologi. standar, 
prosedur, perangkat dalam melakukan kegiatan 

wasan intern 
11 Adanya dokumentasi atas kebijakan, proses, 

prosedur, dan metodologi pengawasan. 

12 Diterapkannya standar kendali mutu pada setiap 
penugasan audit. 

------ - --
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13 Penugasan pengawasan intern yang kami 
lakukan telah mengacu pada kebijakan, standar, 
pedoman dan prosedur yang ditetapkan. 

RKT kami telah mempertimbangkan pelayanan 
penunjang dan administrasi yang dibutuhkan 
untuk melakukan kegiatan yang efekti f 
(misal:SDM, material, teknologi informasi). 

3 RKT yang kami susun mencakup penetapan 
jadwal dan penetapan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah 
diteta 

4 Dalam RKT, kami telah mengembangkan 
langkah-langkah penting untuk 
sasaran yan g diharapkan 

5 RKT yang disusun menyediakan 
untuk mengendalikan operasional kegiatan 
pengawasan (rencana/target atas inputs, outputs, 
outcom 

6 RKT yang kami susun telah 
persetujuan dari p1mpman 
Lembaga/ Pemda. 

7 Kami memperoleh pengalokasian anggaran 
untuk kegiatan pengawasan dan 
mempergunakan anggaran tersebut 
merencanakan kegiatan pengawasan. 

8 Kami menyusun anggaran secara realistis/wajar 
untuk kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang 
telah diidentifikasi dalam RKT 

9 Anggaran operasional kami telah disahkan oleh 
pimpinan Kementerian/Lembaga!Pemda 

10 Kami Selalu melakukan reviu terhadap 
anggaran operasional secara berkesinambungan 
untuk memastikan bahwa anggaran yang 
disusun masih realistis dan akurat. dan kami 
mengidentifikasi dan melaporkan setiap selis ih 

ada. 

105 
43372.pdf 



Kami telah memiliki struktur organisasi untuk 
melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yang ditetapkan secara 
formal dalam bentuk peraturan atau SK 
Pimpinan K/L/Pemda. 

2 Karni telah mengidentifikasikan peran dan 
tanggungjawab seluruh pejabat struktural di 
lingkungan kami. 

3 Kami telah memiliki aturan, araban, dan sarana 
komunikasi di lingkungan internal APIP. 

4 Kami telah membina hubungan dan mendorong 
komunikasi yang efektif di lingkungan internal 
APIP. 

5 Kami telah menganalisis kebutuhan 
memperoleh sumber daya dan perangkat 
pengawasan intern termasuk perangkat berbasis 
teknologi untuk mengelola dan melaksanakan 
kegiatan pengawasan intern. 

6 Struktur organisasi kami telat tepat dan sesuai 
dengan kebutuhan dab budaya organisasi 
KIL/Pemda. 

Internal audit charter telah mendefinisikan 
secara formal visi, misi, tujuan, wewenang, dan 
tanggungjawab unit kerja kami, dan telah 
memperoleh persetujuan secara formal dari 
pimpinan organisasi K/U Pemda. 

2 Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit 
kerja kami telah dikomunikasikan keseluruh 
organisasi K/L/Pemda. 

3 Kami telah memiliki sistem pelaporan kegiatan 
dan pelaporan administrasi pengawasan 
(functional and administrative reporting) secara 
formal kepada level pimpinan K/L/Pemda yang 
memungkinkan kami melaksanakan tanggung 
jawab kami secara penuh. 

4 Kami telah melakukan reviu dan pemuktahiran 
internal audit charter secara berkala dan 
mendapat persetujuan pimpinan organisasi. 
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5 Internal audit charter dapat dijadikan dasar bagi 
manajemen organisasi K/L/Pemda untuk 
mengevaluasi kegiatan kami . 

6 Internal audit charter telah 
kewenangan untuk mengakses 
inforrnasi, aset, dan personil organisasi 
KIL!Pemda. 

7 kami memiliki kebijakan dan prosedur formal 
terkait dengan kewenangan untuk mengakses 
secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas 
seluruh cacatan, kekayaan fisik, dan personil 
organisasi K/L/Pemda yang diaudit, serta tidak 
ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup. 

7 Kami telah menerapkan prosedur yang harus 
diikuti jika auditi tidak mengungkapkan 
dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan 
tu wasan. 
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Selanjutnya guna memetakan lebih lanjut posisi kapabilitasnya maka 

dilakukan pengujian keberadaan dan kecukupan dokumen pendukung yang 

hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut : 

L_ _____________ Ta_b_e_l_4_-1_8_H_A_S_IL __ PE_N_G_U_J_IA_N __ D_O_K_U_M_E_N __ P_E_N_D_U_K_U_N_G ______________ j 

No Uraian Pernyataan 

1 

Dokumen 

SOP nomor T-20.02 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan berdasarkan 
PKPT -KKA 

2 Kegiatan Pengawasan yang kami lakukan PKPT 2017 
bersifat audit kepatuhan (compliance 
auditing) 

Nilai 
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3 kami telah memiliki internal audit charter Internal Audit Charter 
yang mengungkapkan mengenai sifat jasa 
assurance yang dapat diberikan APIP saat 
1ru, yaitu audit kepatuhan (compliance 
auditing) 

4 Setiap Tim yang melaksanakan penugasan 
pengawasan telah menyusun rencana dan 
program kerja audit pada tingkat tim audit 
secara terstruktur (mencakup 
pengidentifiksaian kriteria yang relevan; 
pengdokumentasian surve1 atas 
pengendalian intern; pengidentifikasian 
sasaran, ruang lingkup, dan metodologi 
pengawasan; serta pengembangan rencana 
audit rinci). 

berdasarkan Perbup nomor 
181 tahun 20 14 Ten tang 
Piagam Pengawasan Intern 
Inspektorat Kabupaten 
Malinau 
SOP nomor T -20.02, namun 
belurn menerapkan pedoman 
kendali mutu sesuai 
Permenpan RB nomor 19 
tahun 2009 berdasarkan 
PKPT-KKA 

0,5 

5 Kami telah melaksanakan penugasan SOP nomor T-20.02, namun 0,5 
pengawasan yang mencakup penerapan belum mendokumentasikan 
prosedur pengawasan yang spesifik, KKA dengan baik 
penyusunan kertas kerja (KKA) atas 
prosedur yang dilaksanakan dan hasil-
hasilnya, pengevaluasian informasi yang 
diperoleh, pembuatan simpulan yang 
spesifik dan pengembangan rekomendasi. 

6 Kami telah menyusun laporan untuk 
mengomunikasikan hasil penugasan 
pengawasan serta mengembangkan dan 
memelihara sistem pemantauan tindak 
lanjut rekomendasi. 

7 Dengan audit yang kami lakukan, kami 
telah dapat memberikan keyakinan yang 
memadai (assurance) bahwa area I proses 
I sistem yang diaudit telah sesuai dengan 
ketentuan pelaksaannya (kebijakan I 
rencana I prosedur I hukum I peraturan I 
kontrak I kriteria lainnya). 

SOP nomor T-20.02 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan berdasarkan 
PKPT-KKA, LHA.SOP 
nomor T 20.04 tentang 
Pclaksanaan Tindak Lanjut 
Hasi l Pengawasan Inspektur 
Pembantu 
SOP nomor T-20.02 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan berdasarkan 
PKPT-KKA,LHA.SOP 
nomor T 20.04 tentang 
Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Hasil Pengawasan Inspektur 
Pembantu 
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8 Audit ketaatan yang kami lakukan telah 
dapat mencegah dan mendeteksi tindakan 
ilegal dan penyimpangan terkait dengan 
kebijakan I prosedur I persyaratan kontrak 
yang ada. 

9 Hasil Rekomendasi kami telah 
ditindaklanjuti dan memberikan 
peningkatan pencapaian dari tujuan 
organisasi dan keefektivan dari operasi 
organisasi (KLIPemda) 

1 Kami telah mengidentifikasi kompetensi 
(pengetahuan, keahlian teknis, s ikap) dan 
kompetensi lain yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan pengawasan yang 
telah direncanakan 

2 kami telah memiliki uraian jabatan (job 
description) untuk setiap posisi jabatan di 
unit kerja kami yang disusun berdasarkan 
analisis jabatan dan dievaluasi secara 
berkala. 
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SOP nomor T-20.02 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan berdasarkan 
PKPT -KKA, LHA. SOP 
nomor T 20.04 tentang 
Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Hasil Pengawasan Inspektur 
Pembantu. OP ada namun 
belum sepenuhnya 
d i laksanakan 
SOP nomor T-20.02 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan berdasarkan 
PKPT -KKA, LHA. SOP 
nomor T 20.04 tentang 
Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Hasil Pengawasan Inspektur 
Pembantu 

Terdapat Peta kompetensi 
Pegawai Jnspektorat 

Dokumen uraian jabatan, 
Perbup nomor 42 tahun 20 16 
tentang SOTK Inspektorat 
Kabupaten Malinau 

0,5 

3 Kami telah menentukan klasifikasi Adanya klasifikasi pemberian 1 
pemberian insentif untuk setiap posisi insentif dalam DP A 
j abatan di unit kerja kami. lnspektorat 

4 Proses rekrutmen kami telah dapat Adanya perhitungan I 
memperoleh pegawat yang kompeten Kebutuhan auditor dan SDM 
(memenuhi persyaratan pengetahuan, APIP 
keahlian, dan kompetensi lain yang 
d iperl ukan untuk melaksanakan tugas 
pengawasan intern. 
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5 kegiatan pengawasan intern yang kami 
lakukan sudah memenuhi kecermatan 
profesi (due professional care) dan 
menghasilkan temuan, simpilan, dan 
rekomendasi yang bermutu. 

6 Kami telah memiliki dokumen tertulis 
yang memuat rencana pendidikan dan 
pelatihan bagi setiap auditor (meliputi 
Jents dan jumlah diktat, penyetenggara 
diklat, waktu diktat, anggarandan OM 
yang akan ikut diktat. 

7 Kami telah mendorong setiap aud itor 
untuk menjadi anggota profesi. 

8 Kami telah memantau dan 
mendokumentasikan untuk memastikan 
bahwa kebutuhan training dan 
pengembangan profesi setiap auditor tetah 
terpenuhi, serta membuat taporannya. 

9 kami telah meyakini bahwa kompetensi 
(keahlian, pengetahuan dan peri taku) pada 
semua posisi telah memadai untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
kami. 
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Adanya permintaan 
rekruitmen pegwai di BKPP. 
Setiap penugsan setidaknya 
ada 1 orang auditor 
bersertifikat sebaga ketua tim, 

Adanya SOP PKS; Adanya 
rencana penyelenggaraan 
PKS, namun betum ada 
rencana sertifikas i auditor 

Adanya surat Edaran 
Inspektur nomor 
160.a/800/Umpeg tanggal 14 
Agustus 20 17 ten tang 
keikutsertaan dalam 
keanggotaan dan 
kepengurusan AAIPI 
Adanya SOP Pelaksanaan dan 
pelaporan PKS 

Adanya peta kompetensi 

1 0 Setiap auditor memiliki komitmen untuk Adanya peta kompetensi, 0,5 
terus menerus betajar. namun belum ada usulan 

DUP AK. Tidak ada tim 
penilai angka kredit karena 
jumlah auditor bersertifikat 
hanya 4 orang 

11 Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan Belum seluruh auditor 0,5 
oteh pejabat yang memitiki sertifikas i bersertifikat JFA 
jabatan fungsiona l auditor. 

12 Kami te;ah menyusun perencanaan jumlah Adanya SOP PKS; Adanya I 
pelatihan minimal bagi setiap auditor yang rencana penyelenggaraan 
harus dipenuhi setiap tahunnya (sekitar 30 PKS . 
sd 40 jam per tahun) 
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1 Pengawasan yang kami lakukan telah 
berdasarkan perencanaan dan pedoman. 

2 Kami telah memiliki Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) 

Ada PKPT namun belum 
berbasis prioritas 

AdanyaPKPT 

3 Dalam penyusunan PKPT kami telah Belum ada audit universe 
mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) 
yang dapat diawasi (audit universe) dan 
mengidentifikasi dataldokumen yang 
diperlukan dalam audit. 

4 Kami telah mengidentifikasi area dan 
topik yang dipertimbangkan untuk 
menjadi prioritas kegiatan APIP dalam 
PKPT dengan berkonsultasi kepada 
manejemen I pemangku kepentingan. 

5 PKPT kami telah mempertimbangkan 
seluruh sumber daya yang diperlukan 
(mencakup: SDM, keuangan dan sarana 
prasarana). 

Tidak ada notulen rapat 
dengan manajemen terkait 
penentuan obyek yang 
diprioritaskan untuk 
dimasukkan dalam PKPT 

PKPT telah mencantumkan 
jumlah orang dan biaya 
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0,5 

0 

0 

6 PKPT yang kami susun telah disetujui PKPT Disetujui Inspektur dan 1 
oleh Pimpinan Bupati 
Kementerian/Lembaga/Pemda. 

7 Internal Audit Charter yang kami miliki 
memuat kewenangan untuk mengakses 
cacatan, personil, kekayaan fisik; 
kewenangan untuk had ir dalam rapat 
terkait lingkup kegiatan pengawasan 
intern; definisi pengawasan intern; Kode 
Etik dan Standar Pengawasan yang 
digunakan. 

8 Internal Audit Charter telah mendapatkan 
persetujuan secara formal dari 
Pimpinan/Kementerian/Lembagal 
Pemda 

9 Kami telah memiliki kebijakan dalam 
bentuk peraturan /SK yang terkait dengan 
kegiatan pengawasan intern (misalnya 
kebijakan SDM, manaJemen informasi, 
dan keuangan). 

Internal Audit Charter 
berdasarkan Perbup nomor 
181 tahun 2014 Tentang 
Piagam Pengawasan Intern 
Inspektorat Kabupaten 
Malinau 

Internal Audit Charter 
berdasarkan Perbup nomor 
181 tahun 20 14 Tentang 
Piagam Pengawasan Intern 
Inspektorat Kabupaten 
Malinau telah ditandatangani 
Bupati 
Adanya SOP yg mendukung 
Kegiatan Pengawasan 
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10 Kami telah memiliki pedoman/juklak 
pengawasan intern (metodologi, standar, 
prosedur, perangkat dalam melakukan 
kegiatan pengawasan intern). 
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SOP nomor T-20.02 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan berdasarkan 
PKPT 

11 Adanya dokumentasi atas 
proses, prosedur, dan 

kebijakan, Terdapat notulen rapat 
metodologi perubahan jadual PKPT 

pengawasan. 

12 Diterapkannya standar kendali mutu pada Belum diterapkannya standar 0 
setiap penugasan audit. kendali mutu 

13 Penugasan pengawasan intern yang kami 
lakukan telah mengacu pada kebijakan, 
standar, pedoman dan prosedur yang 
ditetapkan. 

1 Kami telah memiliki Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) yang di dalarnnnya telah 
mengidentifikasi sasaran dan hasil-hasil 
yang ingin dicapai. 

2 RKT kami telah mempertimbangkan 
pelayanan penunjang dan administrasi 
yang dibutuhkan untuk melakukan 
kegiatan yang efektif (misal:SDM, 
material, teknologi informasi). 

3 RKT yang kami susun mencakup 
penetapan jadwal dan penetapan sumber 
daya yang dibutuhkan untuk mencapa1 
sasaran yang telah ditetapkan. 

Belum diterapkannya standar 
kendali mutu ; belum 
melakukan internal quality 
assesment 

Adanya DPA, LAKIP, RKT. 
Ada sasaran dan hasil RKT 

Adanya DPA, LAKIP, RKT. 
Ada program penunjang 
pengawasan dalam RKT 

Adanya DPA, LAKIP, RKT. 

0 

4 Dalam RKT, kami telah mengembangkan Adanya DPA, LAKIP, RKT. 1 
langkah-langkah penting untuk mencapai 
sasaran yang diharapkan 

5 RKT yang disusun menyediakan Adanya DPA, LAKIP, RKT. 1 
instrumen untuk mengendalikan 
operasional kegiatan pengawasan 
(rencana/target atas inputs, outputs, 
outcomes). 

6 RKT yang kami susun telah memperoleh Adanya DPA, LAKIP, RKT. 1 
persetujuan dari pimpinan Kementerian/ 
Lembaga/ Pemda. 
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7 Kami memperoleh pengalokasian Adanya DPA, LAKIP, R.KT. 1 
anggaran untuk kegiatan pengawasan dan 
dapat mempergunakan anggaran tersebut 
untuk merencanakan kegiatan 
pengawasan. 

8 Kami menyusun anggaran secara Adanya DPA, LAKIP, RKT. 1 
realistis/wajar untuk kegiatan-kegiatan dan 
sumber daya yang telah diidentifikasi 
dalam RKT 

9 Anggaran operasional kami telah disahkan Adanya DPA, LAKIP, RKT. 1 
oleh p1mpman 
Kementerian/Lem baga/Pemda 

I 0 Kami Selalu melakukan revm terhadap 
anggaran operasional secara 
berkesinambungan untuk memastikan 
bahwa anggaran yang disusun masih 
realistis dan akurat, dan kami 
mengidentifikasi dan melaporkan setiap 
seli sih yang ada. 

1 Kami telah memiliki struktur organisasi 
untuk melaksanakan pengawasan intern 
sesuai dengan peraturan yang berlaku yang 
ditetapkan secara formal dalam bentuk 
peraturan atau SK Pimpinan KIL/Pemda. 

Adanya DPA, LAKIP, RKT. 
Terdapat ST tentang riviu 
anggaran operasional 
1nspektorat ST Nomor : 
01/ITKAB-MALN -ST/Non 
PKPTNII/20 17 tanggal 4 Juli 
2017 

Adanya Perbup nomor 42 
tahun 2016 ten tang SOTK 
Inspektorat Malinau 

2 Kami telah mengidentifikasikan peran dan Adanya Uraian Jabatan 1 
tanggungjawab seluruh pejabat struktural 
di lingkungan kami. 

3 Kami telah memiliki aturan, arahan, dan Adanya pemberitahuan rapat I 
sarana komunikasi di lingkungan internal internal 
APIP. 

4 Kami telah membina hubungan dan 
mendorong komunikasi yang efektif di 
lingkungan internal APIP. 

Adanya pemberitahuan rapat 
internal dan terdapat tradisi 
pengarahan dalam setiap awaJ 
penugasan oleh lnspektur 

5 Kami telah menganalisis kebutuhan dan Adanya SIM HP 
memperoleh sumber daya dan perangkat 
pengawasan intern termasuk perangkat 
berbasis teknologi untuk mengelola dan 
melaksanakan kegiatan pengawasan 
intern. 
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6 Struktur organisasi kami te lat tepat dan Adanya Perbup nomor 42 
sesuai dengan kebutuhan dab budaya tahun 20 16 ten tang SOTK 
organisasi KJL/Pemda. Inspektorat Malinau 

1 Internal audit charter telah Internal Audit Charter 
mendefinisikan secara formaJ visi, misi, 
tujuan, wewenang, dan tanggungjawab 
unit kerja kami , dan telah memperoleh 
persetujuan secara formal dari pimpinan 
organisasi KJUPemda. 

berdasarkan Perbup nomor 
181 tahun 2014 Ten tang 
Piagam Pengawasan Intern 
Inspektorat Kabupaten 
Malinau 
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2 Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Internal Audit Charter 1 
unit kerja kami telah dikomunikasikan berdasarkan Perbup nomor 
keseluruh organisasi K/L/Pemda. 181 tahun 201 4 Tentang 

Piagam Pengawasan Intern 
lnspektorat Kabupaten 
Malinau 

3 Kami telah memiliki sistem pelaporan Setiap LHA dan Tindak I 
kegiatan dan pelaporan administrasi Lanj ut has il audi t selalu 
pengawasan (junctional and ditembuskan ke Bupati (SOP 
administrative reporting) secara formal nomor 156.a/700/UMPEG 
kepada level pimpinan KJL/Pemda yang 
memungkinkan kami melaksanakan 
tanggung j awab kami secara penuh. 

4 Kami telah melakukan revtu dan Masih relevan dengan kondisi 1 
pemuktahiran internal audit charter secara saat ini 
berkala dan mendapat persetujuan 
pimpinan organisasi. 

5 Internal audit charter dapat dij adikan Internal Audit Charter 1 
dasar bagi manaJemen organisasi berdasarkan Perbup nomor 
KJL/Pemda untuk mengevaluasi kegiatan 181 tah un 2014 Ten tang 
kami. Piagam Pengawasan Intern 

Inspektorat Kabupaten 
Malinau 

6 Internal audit charter telah mencakup Internal Audit Charter 1 
kewenangan untuk mengakses seluruh berdasarkan Perbup nomor 
infonnasi, aset, dan personil organisasi 181 tahun 20 14 Ten tang 
K/L/Pemda. Piagam Pengawasan Intern 

Inspektorat Kabupaten 
Malinau BAB IX (c) dan 
9(d) 
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7 kami memiliki kebijakan dan prosedur 
formal terkait dengan kewenangan untuk 
mengakses secara penuh, bebas dan tidak 
terbatas atas seluruh cacatan, kekayaan 
fi sik, dan personi l organisasi K/L/Pemda 
yang diaudit, serta tidak ada intervensi dan 
pembatasan ruang lingkup. 

Internal Audit Charter 
berdasarkan Perbup nomor 
181 tahun 20 14 Ten tang 
Piagam Pengawasan Intern 
Inspektorat Kabupaten 
Malinau BAB IX (c) dan 
9(d); SOP Nomor 
156.b/700/UMPEG 

8 Kami telah menerapkan prosedur yang SOP Nomor 
harus diikuti jika auditi 
mengungkapkan dokumen 
dipertukan selama pelaksanaan 

tidak 156.c/700/UMPEG 
yang 
tug as 
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Masing masing e lemen dari hasil di atas baru bisa dikategorikan dalam level 

2 penuh j ika seluruh pernyataan yang didukung dengan dokumen memadai 

dinilai 1 . Jadi jika dalam suatu e lemen masih terdapat nilai 0 atau 0,5 maka 

masih dikategorikan di level 1 tingkat kapabilitas dalam elemen, namun jika 

seluruh elemen telah dinilai dengan nilai 1 maka elemen yang bersangkutan 

dikategorikan menjadi level 2 tingkat kapabilitasnya. 

Dari informasi diatas, maka diketahui bahwa dari 58 pemyataan yang 

dipersyaratkan guna mencapai kapabilitas level 2, ternyata Inspektorat 

Malinau baru memenuhi 48 pemyataan, sehingga untuk menuju leve l 2 utuh 

masih diperlukan pemenuhan di I 0 pernyataan. 

4. Pembahasan 

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah 

yang bersih dari korupsi , kolusi dan nepotisme (good governance and clean 
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government) yang didukung transparansi dan akuntabilitas keuangan , maka 

aspek pengawasan sangat diperlukan sebagai bagian unsur pemerintahan . 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Menurut Standar Audit 

Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), adalah instansi pemerintah yang 

dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan (audit internal) di 

lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri atas Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 

Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, 

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi 

Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten!Kota, dan unit 

pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. APIP bertugas menjalankan fungsi audit 

internal di wilayah kewenangannya. Fungsi audit internal perlu memiliki 

kapabilitas audit internal yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan 

perannya secara efektif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi 

organisasi. 

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang keempat setelah 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan yang memang mutlak 

diperlukan dalam oraganisasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa 

diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, 

akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan. 
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Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali 

pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada 

prinsipnya semua pendapat yang dikemukan oleh para ahli adalah sama, yaitu 

seputar tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) 

dengan hasil yang diinginkan (das so/len), yang dilakukan dalam rangka 

melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam 

kegiatan manajemen. 

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Inspektorat 

mendasarkan pada kode etik dan standar audit yang diterbitkan oleh 

organisasi profesi yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

(AAIPI) . Standar ini merupakan ukuran mutu minimal yang harus 

dilaksanakan agar profesi auditor memperoleh kepercayaan dari penggunanya 

. Standar terdiri atas empat aspek, yaitu standar Umum, standar pelaksanaan 

pekerjaan, standar pelaporan dan standar tindak lanjut. Manakala pekerjaan 

auditor tidak sesuai standar maka akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi 

pengguna laporan tersebut. 

Konsep pengawasan menekankan pada beberapa hal, yaitu adanya 

rencana, standar atau tujuan sebagai tolok ukur hal yang ingin dicapai ; 

adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 

adanya upaya memperbandingkan apa yang telah dicapai dengan apa yang 

seharusnya dicapai; serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Adapun tujuan pengendalian dan pengawasan , sebagaimana dikemukakan 

oleh Soekarno ( 1986) adalah : 
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I. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah digariskan; 

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai intruksi 

serta asas-asas yang telah ditetapkan; 

3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta 

kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 

pekerjaan; 

4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien; dan 

5. Untuk mencari jalan keluar, hila temyata dijumpai kesulitan-kesulitan, 

kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan. 

Sistem Pengawasan yang baik seyogyanya mampu memberikan deteksi dini 

kemungkinan terjadinya suatu risiko yang akan menghambat pencapaian 

tujuan organisasi. Demikian pula sistem ini harus dapat mengakomodasi 

situasi yang khusus seiring dengan perubahan lingkugan strategis yang ada. 

Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat mampu memberikan informasi 

yang memadai dan mudah dimengerti bagi pengambil keputusan guna 

memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Terkait dengan Agency Theory , hubungan prinsipal dengan agen 

sebagaimana dikemukakan Moe (1984) dapat dilihat dalam politik demokrasi. 

Dalam hal ini masyarakat sebagai prinsi pal dan politisi (legislatif) sebagai 

agen. Politisi sebagai prinsipal , birokrat/pemerintah sebagai agen mereka. 

Pejabat pemerintahan sebagai prinsipal, pegawai pemerintahan sebagai agen. 
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Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari 

masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Problem utama adalah 

adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini implementasi dari teori ini , 

sebagai prinsipal yaitu kepala daerah (Bupati) dan sebagai agen yaitu Kepala 

Satuan Keija Perangkat Daerah. Bupati sebagai penguasa anggaran telah 

melimpahkan kewenangan pengaturan keuangan kepada para Kepala satuan 

keija perangkat daerah selaku pengguna anggaran. Terkait hubungan ini 

sangat dimungkinkan teijadinya asimetri informasi dimana agen beranggapan 

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dibebankan kepadanya dan 

mempertanggungjawabkan keuangannya yang dikelolanya secara transparan 

dan akuntabel, sementara itu prinsipal menganggap bahwa belum seluruh 

kegiatan yang telah dibiayai dengan sumber dana APBD telah dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Bupati ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas 

manajemen pada satuan keija perangkat daerah dalam mengelola sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya, Untuk itu dilakukan dengan meminta 

laporan pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja kepada agen 

dalam hal ini Kepala satuan keija perangkat daerah. Untuk menghindari 

kecurangan dalam membuat laporan keuangan dan kineija oleh Kepala satuan 

kerja perangkat daerah , maka diperlukan pengujian. Pengujian inilah hanya 

dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu auditor independen. 

Independensi auditor dalam hal ini kepada para Kepala Satuan Kerja 
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perangkat daerah, yaitu tidak berpihak dan tidak memihak, namun hanya 

menyatakan potret atau kondisi yang sebenamya selanjutnya dibandingkan 

dengan kriteria yang ada untuk memberikan rekomendasi. Dalam agency 

theory, auditor adalah sebagai pihak ketiga yang membantu memahami 

konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen, dan auditor dapat 

menghindarkan teljadinya risiko kecurangan dalam laporan keuangan dan 

kinelja yang disusun oleh agen (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Inspektorat Kabupaten Malinau selaku Aparat Pengawasan 

Fungsional Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku 

mengedepankan aspek obyektifitas dan independen. Independensi ini 

dimaksudkan kepada organisasi perangkat daerah selaku auditan. Inspektorat 

telah berperan dalam pembangunan di Malinau melalui kegiatan pengawasan 

dan non pengawasan yang dilaksanakannya. Tugas yang diamanahkan sesuai 

peraturan perundangan adalah : 

I. Assurance (memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi 

dapat dicapai secara efisien dan efektif melalui kegiatan audit, evaluasi, 

reviu serta monitoring; 

2. Consultant (memberikan masukan dan pertimbangan atas permasalahan 

yang dihadapi OPD; 

3. Early Warning system (memberikan peringatan dini atas suatu risiko yang 

mungkin terjadi); dan 

4. Improving Good Governance (meningkatkan tata kelola pemerintahan). 
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Inspektorat dituntut kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan strategis yang dihadapinya guna dapat menjaga kondusifitas 

pemerintahan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Guna memenuhi 

kapasitas itu maka Inspektorat secara terns menerus mernperbaiki dan 

meningkatkan kemampuannya baik skill, knowledge dan attitude. 

Dalam rnengemban amanah yang dibebankan dan rnenjadi 

tanggungjawab selaku aparat pengawasan intern pemerintah , Inspektorat 

Kabupaten Malinau melaksanakan 4 program dan 27 kegiatan yang terinci 

sebagai berikut : 

1. Program Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kineJja dan 

keuangan , kegiatannya meliputi : 

a. Pengawasan tugas dan fungsi , keuangan, barang, kepegawaian dan 

sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan des a; 

c. Reviu rencana kerja anggaran; 

d. Penanganan reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 

e. Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu dan benturan kepentingan; 

f. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian, 

lnspektorat Provinsi, BPK dan BPKP; 

g. Pemeriksaan hibah dan bantuan sosial; 
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h. Penilaian kineija satuan keija perangkat daerah; 

1. Reviu Penyerapan anggaran; 

J. Reviu Laporan Kineija Pemerintah Daerah; 

122 

2. Program pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance 

, clean government dan pelayanan publik, kegiatannya rneliputi : 

a. Pernbangunan Zona Intergritas; 

b. Penguatan wistle blowing system; 

c. Penguatan aparat pengawasan intern pemerintah; 

d. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan 

Pernerintah Kabupaten Malinau; 

e. Pernantauan tindak lanjut hasil perneriksaan; 

f. Penilaian Maturitas SPIP Pernerintah Daerah Kabupaten Malinau; 

g. Penilaian rnandiri Reforrnasi Birokrasi 

3. Program Penunjang Pengawasan, kegiatannya rneliputi : 

a. Koordinasi Pengawasan; 

b. Penilaian angka kredit Pejabat fungsional auditor. 

4. Program Pelayanan Adrninistrasi Perkantoran, kegiatannya meliputi : 

a. Penyediaan jasa sura! menyurat; 

b. Penggunaan sistern informasi manajernen hasil perneriksaan dan 

kepegawaian; 

c. Penyediaan jasa perneliharaan dan perijinana kendaraan 

dinas/operasional; 

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 
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e. Penyediaan a!at tulis kantor; 

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

g. Penyediaan pera1atan dan perlengkapan kantor; 

h. Penyusunan dokumen program perencanan kegiatan dan 1aporan 

capaian kinerja serta ikhtisar kinerja. 

Untuk dapat me1aksanakan perannya dengan efektif , maka diperlukan 

kapasitas dan kapabilitas aparat Inspektorat Kabupaten Malinau secara 

memadai guna memberikan nilai tambah bagi proses tata kelola pemerintahan 

yang baik. Kecukupan sumber daya manusia , dana , sarana prasarana , 

metoda serta pera1atan yang memadai akan sangat mendukung tugas 

Inspektorat da1am me1aksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Berkaitan dengan keberadaan Inspektorat Kabupaten Malinau 

selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah khususnyakhususnya da1am 

menja1ankan peran dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Fungsiona! 

Pemerintah, dilakukan wawancara dengan beberapa informan serta informan 

kunci , sebagai berikut : 

a. in forman YTP (Bupati Ma1inau ) tangga1 5 September 2017 ; 

b. informan TA (Waki1 Bupati Malinau) tangga1 21 September 2017 ; 

c. informan HD (Sekretaris Daerah Kabupaten Ma1inau) se1aku koordinator 

penge1o1aan keuangan dan barang daerah anggaran tangga1 5 Oktober 

2017; 
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d. key informan PB (Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau) tanggal 15 

Oktober 2017; dan 

e. informan ARS (Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara) tanggal 3 ·November 2017. 

Dari basil wawancara tersebut dapat memberikan gambaran pentingnya 

fungsi lnspektorat Kabupaten Malinau dalam mendukung tata pemerintahan 

yang baik dan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

serta pentingnya komitmen dalam melakukan pemenuhan capaian target 

kapabilitas APIP sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2014-2019. 

Pengukuran Kapabilitas APIP dilakukan dengan menggunakan model 

Internal Audit Capability Model (JA-CM) for The Public Sector yang 

dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor (Fhe !!A) , mengukur 6 

(enam) elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, 

praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kineija, budaya dan 

hubungan organisasi serta struktur tata kelola. Adapun leveling Kapabilitas 

APIP berdasarkan JA-CM yaitu Level I (initial), Level 2 (IY!frastructure), 

Level3 (Integrated), Level4 (Managed) dan Level 5 (Optimizing). 

Berkaitan dengan penilaian kapabilitas APIP dengan menggunakan JA-CM 

(Internal Audit Capability Model) dimana model penilaiannya dengan 

menggunakan 6 elemen untuk tiap levelnya, model analisis yang digunakan 

sebagai berikut : 
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Masing masing elemen dari hasil di atas baru bisa dikategorikan dalam level 

2 penuh jika seluruh pernyataan yang didukung dengan dokumen memadai 

dinilai 1 . Jadi jika dalam suatu elemen masih terdapat nilai 0 atau 0,5 maka 

masih dikategorikan di level 1 tingkat kapabilitas dalam elemen, namin jika 

seluruh elemen telah dinilai dengan nilai I maka elemen yang bersangkutan 

dikategorikan menjadi level 2 tingkat kapabilitasnya. 

Dari informasi diatas, maka diketahui bahwa dari 58 pernyataan yang 

dipersyaratkan guna mencapai kapabilitas level 2, ternyata Inspektorat 

Malinau baru memenuhi 48 pernyataan, sehingga untuk menuju level 2 utuh 

masih diperlukan pemenuhan di 10 pernyataan. 
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Adapun hasil masing masing elemen adalah sebagai berikut : 

Elemen I : Peran dan Layanan (Services and Role of lntemal Auditing) 

Elemen I (Peran dan Layanan) di Inspektorat Kabupaten Malinau berada 

pada level 1. Infrastruktur yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau, diantaranya adalah: 

a. Telah memiliki Internal Audit Charter yang ditandatangani oleh bupati 

yang mengungkapkan jasa-jasa assurance yang dapat diberikan oleh 

Inspektorat Kabupaten Malinau; 

b. Telah Menyusun PKPT; 

c. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki SOP 

Nomor T-20.02 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 

Berdasarkan PKPT; 

d. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Malinau telah menyusun Laporan 

Hasil Audit dan telah mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang 

berwenang. 

e. Telah memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa area/ 

proses I sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan 

pelaksanaannya; 

f. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki SOP 

Nomor T-20.04 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Inspektur Pembantu. 

Sedangkan Infrastruktur yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau, diantaranya adalah: 
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a. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Malinau bel urn menyusun rencana 

dan program keij a audit secara terstruktur sesuai dengan pedoman 

kendali mutu audit sesuai PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2009; 

b. Belurn menyusun PKPT berbasis prioritas; 

c. Auditor pada lnspektorat Kabupaten Ma1inau belum menyusun KKA 

dengan baik. 

Elemen II : Pengelolaan SDM (People Management) 

Elemen II (Pengelolaan SDM) di InspektoratKabupaten Malinau berada pada 

level l.Infrastruktur yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, 

diantaranya adalah: 

a. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki Peta Kompetensi SDM 

(Data Pegawai termasuk kompetensinya) 

b. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki uraian jabatan untuk 

setiap posisi jabatan yang disusun berdasarkan analisis jabatan yang 

tertuang dalam Peraturan BupatiMalinau Nomor: 42 Tahun 2016; 

c. Inspektorat Kabupaten Malinau telah menyusun klasifikasi pemberian 

insentifbagi staf APIP berdasarkanjenjangjabatan; 

d. Terdapat dokumen penghitungan kebutuhan auditor dan SDM APIP; 

e. Terdapat dokumen rencana PPMIPKS bagi auditor; 

f. Terdapat 1aporan penyelenggaraan PPM/PKS; 

g. Inspektorat Kabupaten Malinautelah memiliki SOP Nomor ITKO/A-

03.04 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan PKS; 
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h. Inspektorat Kabupaten Malinau telah mendorong setiap auditor untuk 

menjadi anggota profesi sesuai dengan Surat Edaran Inspektur 

Kabupaten Malinau Nomor: 160a/800/umpeg tanggal 14 Agustus 2017 

tentang keikut sertaan dalarn keanggotaan dan/atau kepengurusan AAIPI. 

Sedangkan Infrastruktur yang perlu ditingkatkan o1eh Inspektorat Kabupaten 

Ma1inau, diantaranya adalah: 

a. Inspektorat Kabupaten Malinau belum memiliki auditor dengan jumlah 

sesuai yang diperlukan dan belum seluruh auditor pada Inspektorat 

Kabupaten Malinaubersertifikasi; 

b. membuat kebijakan rekrutmen pegawai berupa permintaan pegawai yang 

dibutuhkan ke BKD. 

c. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Malinau belum memiliki komitmen 

untuk terns menerus meningkatkan kompetensi profesionalnya 

Elemen III : Praktik Profesional (Professional Practices) 

Elemen III (Praktik Profesional) di InspektoratKabupaten Malinauberada 

pada level 1. Infrastruktur yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau diantaranya adalah: 

a. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki perencanaan dan 

pedoman pelaksanaan pengawasan berupa SOP Inspektur Kabupaten 

Malinau Nomor T.20.02 tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan; 

b. PKPT yang disusun Inspektorat Kabupaten Malinautelah 

mempertimbangkan seluruh sumber daya yang diperlukan; 
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c. PKPT Inspektorat Kabupaten Malinau telah disetujui oleh pimpinan; 

d. Internal Audit Charter yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau telah memuat kewenangan untuk mengakses catatan, personil, 

kekayaan fisik, kewenangan yang hadir dalam rapat terkait lingkup 

kegiatan pengawasan intern; 

d. Internal Audit Charter yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau telah mendapatkan persetujuan formal dari Bupati Malinau dan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau; 

e. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki SOP yang mendukung 

kegiatan pengawasan intern; 

Sedangkan Infrastruktur yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau, diantaranya adalah: 

a. Inspektorat Kabupaten Malinau belum menerapkan standar yang 

dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia 

(AAIPI). 

b. Mengidentifikasikan area dan topik yang dipertimbangkan menjadi 

prioritas kegiatan APIP dalam PKPT dibuktikan dengan notulen rapat 

dengan manajemen terkait penentuan obyek yang diprioritaskan untuk 

dimasukkan dalam PKPT; 

c. Inspektorat Kabupaten Malinaubelum memiliki Audit Universe (Peta 

Auditi); 

d. PKPT yang disusun Inspektorat Kabupaten Malinau belum disusun 

sesuai prioritas; 
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e. Mendokumentasikan kebijakan, proses, prosedur, dan metodologi 

pengawasan misalnya notulen rapat terkait perubahan prioritas dalam 

PKPT; 

f. lnspektorat Kabupaten Malinaubelummenerapkan standar kendali mutu 

pada setiap penugasan yang mengacu kepada Permenpan Nomor 19 

Tahun2009; 

g. Penugasan pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten 

Malinau belum mengacu pada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur 

yang telah ditetapkan (belum melakukan internal quality assessment) 

Elemen IV : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance 

Management and Accountability) 

Elemen IV (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja) di InspektoratKabupaten 

Malinau berada pada level 2. Infrastruktur yang telah dimiliki oleh 

Inspektorat Kabupaten Malinau, diantaranya adalah: 

a. Inspektorat Kabupaten Malinau telah menyusun RKT yang didalamnya 

telah mengidentifikasikan sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, 

telah mempertimbangkan pelayanan penunjang dan administrasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang efektif, telah mencakup 

penetapan jadwal dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mencapai sasaran; 

b. RKT Inspektorat Kabupaten Malinau telah disetujui oleh Inspektur 

Malinau; 
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d. Inspektorat Kabupaten Malinau telah rnemperolah pengalokasian 

anggaran untuk kegiatan pengawasan dan telah menyusun anggaran 

secara realistis untuk kegiatan dan sumber daya yang Ielah diidentiftkasi 

dalam RK.T; 

e. Anggaran operasional pada Inspektorat Kabupaten Malinau telah 

disaltkan oleh sekretaris daerah Malinau; 

f. Inspektorat Kabupaten Malinau saat dilakukan penjaminan hasil 

kualitas penilaian mandiri kapabilitas APIP sedang melakukan reviu 

anggaran operasional. 

Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational 

Relations/zips and Culture) 

Elemen V (Budaya dan Hubungan Organisasi) di InspektoratKabupaten 

Malinauberada pada level 2.Infrastruktur yang telah dimiliki oleh Inspektorat 

Kabupaten Malinau, diantaranya adalah: 

a. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki struktur organisasi untuk 

melaksanakan pengawasan intern sesuai peraturan yang berlaku; 

b. Inspektorat Kabupaten Malinau telah mengidentifikasi peran dan 

tanggungjawab seluruh pejabat struktural; 

c. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki aturan, arahan, dan 

sarana komunikasi di lingkungan internal APIP; 

d. Inspektorat Kabupaten Malinau telah membina hubungan dan 

komunikasi yang efektif di lingkungan kerjanya; 
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e. Struktur organisasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau telah tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi yang ada; 

f. Inspektorat Kabupaten Malinau telah menganalisis kebutuhan dan 

sumber daya serta pengawasan intern termasuk perangkat berbasis 

teknologi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan 

intern (penggunaan SIM HP). 

Elemen VI : Struktur Tata Kelola (Governance Sturcture) 

Elemen VI (Struktur Tata Kelola) di Inspektorat Kabupaten Malinau berada 

pada level 2. Infrastruktur yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 

Malinau, diantaranya adalah: 

a. Internal Audit Charter telah mendefinisikan secara formal visi, misi, 

tujuan, wewenang dan tanggung jawab unit keija Inspektorat Kabupaten 

Malinaudan telah memperoleh persetujuan secara formal oleh Bupati 

Malinau dan Sekretaris Daerah Malinau; 

b. Inspektorat Kabupaten Malinau telah mengomunikasikan tujuan, 

wewenang, dan tanggung jawabnya kepada seluruh organisasi SKPD 

pada Pemerintah Kabupaten Malinau; 

c. Inspektorat Kabupaten Malinau telah memiliki prosedur untuk melapor 

secara fungsional ke Bupati Malinau dan secara administratif ke 

Sekretaris Daerah; 

d. Inspektorat Kabupaten Malinau te!ah memiliki kebijakan dan prosedur 

formal untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas 
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seluruh catatan, kekayaan fisik dan personil pada Pernerintah Kabupaten 

Malinau serta tidak ada intervensi dan pernbatasan ruang lingkup; 

e. Internal Audit Charter dapat dijadikan dasar bagi rnanajernen untuk 

rnengevaluasi kebijakan; 

f Internal Audit Charter telah rnencakup kewenangan untuk rnengakses 

seluruh informasi, aset, dan personil organisasi; 

g. lnspektorat Kabupaten Malinau telah rnerniliki SOP mengenai apa yang 

harus dilakukan auditor jika auditi tidak rnengungkapkan dokumen yang 

diperlukan selarna pelaksanaan tugas pengawasan 

Kendala yang rnempengaruhi upaya peningkatan Kapabilitas Inspektorat 

Kabupaten Malinau 

Adapun kondisi Inspektorat Kabupaten Malinau saat ini adalah rnerniliki surnber 

daya rnanusia total sebanyak 29 orang, yang terdiri pejabat struktural sebanyak 9 

orang, pejabat fungsional tertentu (auditor) 5 orang dan pejabat fungsional urnurn 

sebanyak 15 orang. Kornposisi rnenurut tingkat pendidikan terdiri atas Pasca 

Sarjana sebanyak 6 orang, Sarjana sebanyak 15 orang, sarjana rnuda (D3) 

sebanyak 4 orang dan tingkat SLTA sebanyak 4 orang. Dari garnbaran di atas 

narnpak bahwajurnlah auditor yang bersertifikat rnasih sangat minim, yaituhanya 

5 orang. Dari informan utarna diketahui bahwa Kendala yang dihadapai dalarn 

upaya peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Dana dan 

Kualitas Sumberdaya Manusia. Hal ini adalah bagian yang tidak dapat 

dikendalikan. Keterbatasan baik yang bersurnber dari pendapatan asli daerah, 
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pendapatan transfer , pendapatan bagi hasil ataupun pendapatan lain lain yang sah 

pada Pemerintah Kabupaten Malinau menyebabkan alokasi pada satuan keija 

perangkat daerah juga mengalami kendala. Terbatasnya dana dikaitkan dengan 

urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau 

mempengaruhi alokasi dana yang diperuntukkan dalam aspek pengawasan. 

Turunnya pendapatan negara sangat mempengaruhi transfer ke daerah, dan secara 

khusus dengan pemisahan menjadi Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya 

menjadi satu dengan Kalimantan Timur, mempengaruhi pada pendapatan yang 

bersumber dari bagi hasil baik Migas maupun Non Migas. 

Pemenuhan SDM yang berkualitas pada Inspektorat Kabupaten Malinau juga 

terkendala dan tergantung pada alokasi SDM yang disediakan Pemerintah 

kabupaten. Permintaan kebutuhan tenaga baru sesuai konipetensi yang diharapkan 

juga terkendala dengan formasi yang tersedia dari BKN dan KemenpanRB, 

sementara itu SDM yang tersedia , kompetensinya terbatas. Hal ini perlu adanya 

upaya ektra untuk mendorong pemerintah pusat guna dapat memenuhi kuantitas 

dan kualitas personil agar. 

Langkah Langkah untuk meningkatkan Kapabilitas di Level Kapabilitas 

yang lebih tinggi 

Adapun langkah langkah yang perlu dilakukan guna meningkatkan kapabilitas 

yang lebih tinggi adalah berupaya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Pemenuhan elemen 1 meliputi : 
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a. Menyusun rencana dan program keija audit secara terstruktur sesuai dengan 

pedoman kendali mutu audit sesuai PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2009; 

b. Menyusun PKPT berbasis prioritas; 

c. Menyusun KKA dengan baik. 

Pemenuban elemen 2 : 

a. Mengupayakan jumlah SDM sesuai yang diperlukan dan mengupayakan 

sertifikasi kepada seluruh auditor pada Inspektorat Kabupaten Malinau . 

b. Membuat komitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi 

profesionalnya 

Pemenuban elemen 3 : 

a. Menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal 

Pemerintah Indonesia (AAIPI). 

b. Mendokumentasikan secara memadai dengan mengidentifikasikan area dan 

topik yang dipertimbangkan menjadi prioritas kegiatim APIP dalam PKPT; 

c. Menyusun Audit Universe (Peta Auditi); 

d. Menyusun PKPT Inspektorat Kabupaten Malinau sesua1 prioritas dan 

mendokumentasikannya dengan baik ; 

e. Menerapkan standar kendali mutu pada setiap penugasan yang mengacu 

kepada Permenpan Nomor 19 Tahun 2009; 

f. Penugasan mengacu pada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang telah 

ditetapkan (belum me1akukan internal quality assessment) 
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Seluruh upaya yang berkesinambungan diperlukan dalam rangka pencapaian hal 

di atas. Inspektorat Kabupaten Malinau juga harus terlibat aktif dalam organisasi 

profesi yang menaunginya yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

(AAIPI). Keterlibatan aktif ini juga dimaksudkan agar dapat dijalin koordinasi 

yang memadai sekaligus agar dapat dilakukannya telaahan sejawat sehingga pada 

gilirannya dapat lebih mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan di 

Kabupaten Malinau melalui kegiatan pengawasan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulau 

Dari hasil peuelitian sebagaimana diungkap pada bab sebelumnya dapat 

ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koudisi Kapabilitas APIP Iuspektorat Kabupateu Maliuau dilihat 

dari peudekatau IA-CM adalah berikut : 

Kondisi kapabilitas APIP apada Inspektorat Kabupaten Malinau berada 

pada Level 2 Deugau Catatau , yang terinci sebagai berikut : 

Tabel V-1 : Simpulan 

No Elemeu Level 

1 Peran dan Layanan 1 

2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia I 

3 Praktik Profesional 1 

4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 2 

5 Budaya dan hubungan Organisasi 2 

6 Struktur Tata Kelola 2 

Level I (initial) adalah level dimana audit internal dianggap tidak 

memiliki kapabilitas memadai, bersifat "ad-hoc" atau tidak terstruktur, 

tidak memiliki infrastruktur dan kemampuan kelembagaan tidak 
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dikembangkan. Peran APIP dalam level ini hanya melakukan audit saja 

atau reviu dokumen untuk kepatuhan.APIP belum diperhitungkan dan 

tidak ada praktik profesional yang dijalankan. 

Level 2 (infrastructure) adalah level dimana kemampuan APIP telah 

meningkat dan memiliki aturan tertulis mengenai laporan pengawasan 

intern. Perencanaan audit juga telah ditentukan berdasarkan prioritas 

manajemen, tetapi pada level ini audit internal masih tergantung pada 

keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu saja dan penerapan 

standar masih parsial. 

Belum tercapainya level 2 secara penuh disebabkan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana program kerja, pelaksanaan dan pelaponin audit 

bel urn sesuai dengan pedoman kendali mutu audit; 

b. Program Kelja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) bel urn disusun berbasis 

prioritas; 

c. Inspektorat Kabupaten Malinau belum memiliki auditor denganjumlah 

sesuai yang diperlukan dan belum bersertifikasi; 

d. Auditor belum memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan 

kompetensi profesionalnya; 

e. lnspektorat Kabupaten Malinau belum memiliki Audit Universe (Peta 

Audit); dan 

f. Kebijakan, proses, prosedur dan metodologi pengawasan belum 

didokumentasikan dengan memadai. 
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2. Kendala yang mempengaruhi upaya peningkatan Kapabilitas 

Inspektorat Kabupaten Malinau 

Kendala yang utama dalam upaya peningkatan Kapabilitas Inspektorat 

Kabupaten Malinau adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

serta dana. Hal ini adalah bagian yang tidak dapat dikendalikan oleh 

Inspektorat Kabupaten Malinau. Keterbatasan anggaran Pemerintah 

Kabupaten Malinau menyebabkan alokasi dana yang diperuntukkan 

dalam aspek pengawasan menjadi kurang memadai. SDM Inspektorat 

juga tergantung pada alokasi SDM yang disediakan Pemerintah 

Kabupaten. Permintaan rekruitmen tenaga baru terkendala dengan formasi 

yang tersedia dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

3. Langkab Langkah untuk meningkatkan Kapabilitas di Level 

Kapabilitas yang lebih tinggi 

Adapun langkah langkah yang perlu dilakukan guna meningkatkan 

kapabilitas yang lebih tinggi adalah berupaya untuk memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

Pemenuhan elemen 1 peran dan layanan meliputi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur sesuai 

dengan pedoman kendali mutu audit sesuai PermenpanRB Nomor 

19 Tahun 2009; 
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b. Menyusun PKPT berbasis prioritas; 

c. Menyusun KKA dengan baik. 

Pemenuhan elemen 2 pengelolaan sumber daya man usia meliputi : 

a. Mengupayakan jumlah SDM sesuai yang diperlukan dan 

mengupayakan sertifikasi kepada seluruh auditor pada Inspektorat 

Kabupaten Malinau . 

b. Membuat komitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi 

profesionalnya 

Pemenuhan elemen 3 praktik profesional : 

a. Menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal 

Pemerintah Indonesia (AAIPI). 

b. Mendokumentasikan secara memadai identifikasikan area dan topik 

yang dipertimbangkan menjadi prioritas kegiatan APIP dalam PKPT; 

c. Menyusun Audit Universe (Peta Auditi); 

d. Menyusun PKPT Inspektorat Kabupaten Malinau sesuai prioritas dan 

mendokumentasikannya dengan baik ; 

e. Menerapkan standar kendali mutu pada setiap penugasan yang 

mengacu kepada PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2009; 

f. Penugasan mengacu pada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur 

yang telah ditetapkan (bel urn melakukan internal quality assessment) 
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B. Saran 

Dari Hasil penelitian terhadap Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Malinau 

disarankan kepada Bupati Malinau agar : 

1. Menginstruksikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Malianu untuk 

merurnuskan rencana tindak (action plan) yang diperlukan guna 

peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di level 

yang lebih tinggi; 

2. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP untuk 

melaksanakan rencana tindak yang telah disusun; 

3. Melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Utara dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan 

Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Malinau; dan 

4. Menginstruksikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau untuk 

melaporkan perkembangan peningkatan kapabilitas APIP (perkembangan 

action plan beserta hambatannya) setiap triwulan kepada Bupati Malinau 

dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Utara. 
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Lampiran I : Panduan Wawancara 

I. KEY INFORMAN (Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau) 

1. Bagaimana perwujudan peran Inspektorat Kabupaten Malinau dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ? 

2. Dalam menyongsong pemenuhan pencapaian target RPJMN 2014-2019 

apa saja yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Malinau? 

3. Strategi apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian kapabilitas di 

level3 sesuai amanah dalam RPJMN 2014-2019? 

II. INFORMAN LAINNY A 

(Bupati Malinau, Wakil Bupati Malinau, Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malinau, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara ) 

1. Bagaimana perwujudan peran Inspektorat Kabupaten Malinau dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ? 

2. Dalam RPJMN 2014-2019 terdapat target capaian Kapabilitas APIP di 

Level 3. Apa komitmen Bapak dalam pencapaian target dimaksud? 
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LAMPIRAN II : Transkrip Wawancara 

1 Hasil Wawancara dengan YTP (Bupati Malinau ) sebagai berikut : 

"Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki fungsi yang penting karena 
merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Malinau Kegiatan yang 
melaksanakan salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan yaitu 
pengawasan. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Malinau membantu 
Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahannya dan bertindak sebagai 
mata dan telingan Kepala Daerah. Dengan keberadaannya itu diharapkan 
dapat membantu Kepala Daerah dalam meletakkan fondasi pemerintahan 
dalam menuju good governance khususnya dalam pengawalan akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat juga dituntut 
untuk memiliki kemampuan yang memadai di bidang pengawasan guna dapat 
mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, karena semangkin mumpuni 
kemampuan Inspektorat maka akan semakin dapat menjalankan tugasnya 
selaku konsultan bagi stakeholder di dalam nya yaitu seluruh pegawai 
Kabupaten Malinau. Inspektorat diharapkan mampu melakukan pembinaan 
terus menerus kepada pegawai di lingkungan Pernkab Malinau agar tidak 
terjadi penyimpangan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan 
negara atau daerah yang berakibat hukum . Di dalam melaksanakan tugas 
tersebut agar dikedepankan aspek preventif dibanding represif. Inspektorat 
juga diharapakn mampu membuat sistem peringatan dini terjadinya risiko 
yang tidak diinginkan . Terkait target capaian kapabilitas di level 3 dalam 
RPJMN 2014-2019, Inspektorat agar mempersiapkan diri sedikian rupa agar 
target tersebut dapat dipenuhi. Inspektorat agar membangun jejaring yang 
baik dengan stakeholder di luar Malinau baik dari external auditor yaitu 
Badan Pemeriksa Keuangan, Internal Auditor Presiden yaitu Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maupun dengan aparat penegak 
hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Secara prinsip , saya sangat 
mendukung penguatan Inspektorat guna mengawal pembangunan di Malinau 
melalui kegiatan pengawasan . " (Hasil wawancara:, Tanggal 5 September 
2017) 
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2 Hasil wawancara dengan informan TA (Wakil Bupati Malinau) , sebagai 

berikut: 

"Selaku koordinator pengawasan, keberadaan Inspektorat sangat diperlukan 
dalam proses berjalannya pemerintahan di Kabupaten Malinau. Apa yang 
dilakukan oleh Inspektorat selama ini sangat dirasakan manfaatnya karena 
mampu mendorong organisasi perangkat daerah untuk taat aturan dalam 
mengemban amanah serta melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hubungan 
baik yang dibina dengan stakeholder diluar pemerintah kabupaten Malinau 
telah menunjukkan hasil yang positif baik dalam kedinasan maupun non 
kedinasan. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan , baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja 
maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu diharapkan mencapai hasil yang 
optimal dan tentunya ini tidak terlepas dari peran Inspektorat dalam 
mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut tersebut. Idealnya Inspektorat 
diisi oleh personil yang berlatarbelakang semua disiplin ilmu sehingga 
mampu melakukan pengawalan dalam berbagai bidang pemerintahan 
disamping yang utama adalah dari disiplin ilmu akuntansi. Kemampuan 
interpersonal skill juga sangat diperlukan oleh aparat Inspektorat dan hal ini 
merupakan tuntutan kebutuhan profesi yang tidak boleh diabaikan, karena 
disamping ketajaman analisis masalah juga diperlukan keluwesan auditor 
kepada orang !sin selaku pelaksana kebijakan. Kebijakan pengelolaan surnber 
daya manusia sudah jelas dan hal ini menjadi salah satu misi dalam RPJMD 
Kabupaten Malinau . Penguasaan teknologi informasi juga merupakan 
tuntutan kebutuhan profesi yang tidak bisa ditawar lagi karena ke depan 
proses pemerintahan ini sudah sangat tergantung pada teknologi infommsi. 
Terkait target capaian RPJMN 2014-2019 dimana diharapkan pada tahun 
2019 85% Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di seluruh Indonesia berada 
pad a posisi kapabilitas level 3, saya sangat mendukung sekali dan bahkan 
semoga Kabupaten Malinau melalui Inspektorat Kabupaten Malinau dapat 
berkontribusi dalam capaian itu, dalam arti kita berada pada posisi level 3 
kapabilitasnya. Hal teknis terkait pencapaian kapabi!itas di level 3 dapat 
didiskusikan dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau" (Hasil 
wawancara, Tanggal21 September 2017) 
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3 Hasil wawancara dengan informan HD (Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malinau) selaku koordinator pengelola Barang dan Anggaran, sebagai berikut : 

"Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang juga merupakan Kabupaten 
perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia dalam melaksanakan 
pembangunan sangat didukung dengan keberadaan Inspektorat Kabnupaten 
Malinau selaku aparat pengawasan fungsional pemerintah. Kabupaten Malinau 
telah mencapai opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan tiga tahun 
berturut turut yanitu tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 atas laporan 
keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari peran Inspektorat Kabupaten 
Malinau didalamnya. Dalam kondisi turunnya anggaran karena turunnya dana 
transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat yang disebabkan kondisi keuangan 
negara yang sedang mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Malinau 
masih tetap dapat mempertahankan opini terbaik yaitu wajar tanpa 
pengecualian.Salah satu syarat agar laporan keuangan pemerintah daerah 
diterima dan siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah adanya 
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh 
aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten 
Malinau. Oleh karenanya Inspektorat telah memberikan kontribusi yang besar 
atas capaian opini wajar tanpa pengecualian dari ekstemal auditor. Hubungan 
yang baik dengan penegak hukum dan ekstemal auditor juga mendukung 
kondusifitas pemangunan di Malinau. Pembinaan atas kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh seluruh organisasi perangkat 
daerah juga tidak terlepas dari peran Inspektorat dalam penegakannya. Terkait 
sumber daya manusia yang ada di Inspektorat, kami terkendala dengan 
moratorium PNS yang dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan 
Kepegawaian Negara. Harapan kami adalah dapat memberikan SDM yang 
memadai khususnya melihat luasnya geografis Kabupaten Malinau yang terdiri 
dari IS Kecamatandan 109 Desa. Terkait dukungan keuangan terhadap 
Inspektorat, sekali lagi kondisi keuangan daerah Kabupaten Malinau belum 
mampu memberikan dukungan dana yang memadai. Namun demikian, saya 
selalu berusaha untuk memberikan yang tetbaik bagi Inspektorat Malinau 
sebagaimana arahan Bupati kepada saya. Terkait target RPJMN 2014-2019 
untuk pemenuhan kapabilitas Inspektorat di level 3 , Pemerintah Kabupaten 
Malinau sangat concern dan commit untuk mencapainya. Semoga dengan 
berjalannya waktu kita berharap adanya perubahan yang positif dalam 
penerimaan negara yang akan mempengaruhi juga pendapatan daerah, 
dukungan dana yang memadai untuk Inspektorat dapat diwujudkan sehingga 
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tahun 2019 kapabilitas Inspektorat Malinau dapat mencapai level 3 sesuai 
target RP JMN 2014-2019. (Hasil wawancara, Tanggal 5 Oktober 20 17) 

4. Hasil wawancara dengan informan-informan di atas dilakukan wawancara 

dengan key informan PB (Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau) sebagai 

berikut: 

"Inspektorat Kabupaten Malinau selaku Aparat Pengawasan Fungsional 
Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui 
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku mengedepankan 
aspek obyektifitas dan independen. Independensi ini dimaksudkan kepada 
organisasi perangkat daerah selaku auditan. Inspektorat telah berperan dalam 
pembangunan di Malinau melalui kegiatan pengawasan dan non pengawasan 
yang dilaksanakannya. Tugas yang diamanahkan sesuai peraturan 
perundangan adalah : I. Assurance (memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif melalui 
kegiatan audit, evaluasi, reviu serta monitoring; 2. Consultant (memberikan 
masukan dan pertimbangan atas permasalahan yang dihadapi OPD; 3. Early 
Warning system (memberikan peringatan dini atas suatu risiko yang 
mungkin teJjadi) dan 4. Improving Good Governance (meningkatkan tata 
kelola pemerintahan). Inspektorat dituntuk kemampuannya untuk 
beradaptasi dengan perubahan Iingkungan strategis yang dihadapinya guna 
dapat menjaga kondusifitas pemerintahan dari sisi pengelolaan keuangan 
daerah. Guna memenuhi kapasitas itu maka Inspektorat secara terns menerus 
memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya baik skill, knowledge dan 
attitude. Peningkatan kemampuan ini perlu didukung karena merupakan 
tuntutan profesi untuk melakukan pendidikan profesi yang berkelanjutan 
(continuing proffessional education). Dalam bekeJja , Inspektorat tunduk 
pada kode etik dan standar yang ditetapkan organisasi profesi AAIPI 
(Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia). Asosiasi ini yang 
membentengi aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya. Laporan keuangan Kabupaten Malinau telah secara berturut turut 
mendapat opini tertinggi dari auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) 
untuk tahun anggaran 2014,2015 dan 2016 yaitu dengan memperoleh opini 
wajar tanpa pengecualian. Opini atas laporan keuangan menunjukkan derajat 
kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang dipengaruhi oleh empat hal , 
yaitu :I. Kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerinta; 2. Adanya 
pengungkapan yang memadai (Full Disclosure); 3. Adanya sistem 
pengendalian intern yang baik , dan 4. Adanya kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah 
nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
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Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah sebelum 
diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan 
pemeriksaan harus sudah direviu terlebih dahulu oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah , yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 
Malianu untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan 
disertai pernyataan telah direviu. Oleh sebab itu Inspektorat berperan dalam 
tercapainya opini tertinggi wajar tanpa pengecualian. Inspektorat dapat 
bekerja dengan optimal melakukan fungsinya jika didukung dengan sumber 
daya manusia, dana, bahan, peralatan dan metode yang memadai. Koridisi 
saat ini dukungan tersebut masih belum memadai, secara khusus terkait 
dengan SDM dim dana. Inspektorat yang kapabel akah mampu memberikan 
nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Terdapat korelasi positif 
antara capaian kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan opini tertinggi 
atas laporan keuangan dengan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah dan Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah. 
Kapabilitas APIP sangat krusial perlu dicapai terkait adanya target capaian 
85% di level 3 dalam RPJMN 2014-2016. Dalam mengukur kapabilitas 
APIP untuk sektor publik telah digunakan alat yang berlaku secara 
internasional yaitu IA-CM (Internal Audit Capability Model) yang disiJsun 
oleh IIARF (The Institute of Internal Auditors Research Foundation ) pada 
tahun 2009 yang merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek 
aspek fundamental yang dibutuhkan untuk efektifitas pengawasan intern 
sektor publik. IA-CM menghasilkan gambaran pada tingkat dan taraf mana 
suatu aktifitas audit internal mendefinisikan, mengimplementasikan, 
mengukur, mengendalikan dan meningkatkan proses dan praktik audit 
internal. Tingkatan kapabilitas audit internal berdasarkan pendekatan IA~CM 
dibagi menjadi lima tingkatan berikut: 

I. Level I (initial) adalah level dimana audit internal dianggap tidak 
memiliki kapabilitas memadai, bersifat "ad-hoc" atau tidak terstruktur, 
tidak memiliki infrastruktur dan kemampuan kelembagaan tidak 
dikembangkan. Peran APIP dalam level ini hanya melakukan audit saja 
atau reviu dokumen untuk kepatuhan.APIP belun1 diperhitungkan dan 
tidak ada praktik profesional yang dijalankan. 

2. Level 2 (infrastructure) adalah level dimana kemampuan APIP telah 
meningkat dan memiliki aturan tertulis mengenai laporan pengawasan 
intern. Perencanaan audit juga telah ditentukan berdasarkan prioritas 
manajemen, tetapi pada level ini audit internal masih tergantung pada 
keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu saja dan 
penerapan standar masih parsial 

3. Level 3 (integrated) memiliki karakteristik bahwa manajemen serta 
praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh 
kegiatan pengawasan intern. APIP juga telah berevolusi dari yang semula 
hanya melakukan kegiatan secara tradisional hingga mengintegrasikan 
diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja 
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dan manajemen risiko serta telah melaksanakan kegiatan sesuai standar 
audit. 

4. Level 4 (managed) adalah level dimana telah ada keselarasan harapan 
antara APIP dan stakeholder utama, APIP telah diakui memberikan 
kontribusi yang signifikan bagi organisasi, memiliki ukuran kineija 
kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan basil pengawasan 
intern serta fungsi pengawasan intern telah menjadi bagian yang integral 
dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko. 

5. Level 5 (optimizing) adalah level dimana APIP adalah organisasi 
pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambuiJgan dan penuh 
inovasi serta menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi 
untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis dan ukuran keija 
individu. 

Dalam definisi operasionalnya IA-CM rnembagi dalam enam elemen, yaitu : 
peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, 
akuntabilitas dan manajemen kineija, hubungan dan budaya organisasi serta 
struktur tata kelola. Dalam target capaian RPJMN 2014-2019 ada tantangan 
berat bagi aparat pengawasan intern pemerintah dan secara khusus pada 
Inspektorat Kabupaten Malinau karena dari enam elemen tersebut masih ada 
beberapa elernen yang belum bisa dipenuhi secara optimal, diantaranya 
yaitu pada elemen peran dan layanan, pengelolaan SDM dan praktik 
profesional. Kami menyadari hal ini karena ada kondisi yang tidak dapat 
dikontrol (uncontrollable) oleh Inspektorat seperti sumber daya manusia dan 
dana di satu sisi dan dilain sisi ada kondisi yang dapat dikendalikan namun 
punya keterbatasan yang mendasar seperti praktik profesional sert11 peran 
dan layanan. Saya berharap bahwa pada tahun 2019 saat berakhirnya 
RPJMN 2014-2019 nanti, target pemenuhan kapabilitas di level 3 pada 
Inspektorat Kabupaten Malinau dapat dicapai. (Hasil wawancara , tanggal 15 
Oktober 2017) 

5. Hasil wawancara dengan pihak ekternal Pemerintah Kabupaten Malinau 

dengan informan ARS (Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara) sebagai berikut : 

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi 
Kalimantan Utara adalah perwakilan dari BPKP Pusat di Provinsi 
bertanggungjawab langsung ke Presiden melalui Wakil Presiden mempunyai 
tugas. Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota 
bertanggungjawaban atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian 
intern di lingkungan masing masing. Guna memperkuat dan menunjang 
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efektifitas sistem pengendalian intern, maim perlu dilakukan pengawasan 
intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah termasuk 
akuntabilitas keuangan negara serta melakukan pembinaan penyelenggaraan 
SPIP. Aparat pengawasan intern pemerintah meliputi BPKP, Inspektur 
Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan 
intern , Inspektorat Provinsi, lnspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan intern 
yang dilakukan BPKP terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan 
tertentu meliputi : kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan urnurn 
negara berdasrkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Urnum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh 
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah kabupaten/k:ota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten!Kota. Pengawasan intern yang dilakukan oleh 
aparat pengawasan intern pemerintah dilakukan melalui audit kinerja dan 
audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pernantauan dan kegiatan 
pengawasan lainnya. Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai bagian · dari 
aparat pengawasan intern pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud di atas. Pelaksanaan audit intern di lingkungan 
Instansi Pernerintah dilakukan oleh pejabat yang mernpunyai tugas 
rnelaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kornpetensi 
keahlian sebagai auditor yang dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan 
program sertifikasi. Guna menjaga perilaku pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan pengawasan maka wajib mentaati kode etik APIP 
yang disusun oleh organisasi profesi AAIPI. Guna menjaga mutu hasil audit 
maka wajib rnelaksanakan audit sesuai standar audit yang disusun oleh 
organisasi profesi AAIPI. Disamping itu perlu secara berkala dilakukan 
telaahan sejawat yang pedomannya disusun oleh AAIPI. Inspektorat 
Kabupaten juga wajib melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah 
kabupaten sebelurn disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan yang standar reviunya ditetapkan oleh menteri keuangan.yang 
digunakan sebagai pedoman untuk rnelaksanakan reviu atas laporan keuangan 
oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat Pengawasan Intern 
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. 
Oleh sebab itu Inspektorat Malinau sebagai aparat pengawasan intern 
pemerintah seyogyanya mengikuti organisasi profesi yang menaungi profesi 
ini yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Terkait dengan 
pemenuhan capaian target RPJMN 2014-2019 di level kapabilitas 3, hal ini 
sudah menjadi Indikator Kinerja Utama BPKP dalam pelaksanaan 
Renstranya. Selain Kapabilitas APIP, IKU lainnya adalah maturitas SPIP 
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yang ditargetkan pada akhir 2019 juga telah mencapai level 3 untuk lnstansi 
Pemerintah, serta pengawasan lintas sektoral. BPKP yang ditugaskan untuk 
melakukan pemnbinaan atas Kapabilitas APIP, siap membantu APIP dalam 
mendorong pencapaian kapabilitas di level 3 melalui kegiatan diklat . serta 
pendampingan lainnya. Harapan saya pada saatnya nanti, Inspektorat 
Kabupaten Malinau dapat mencapai kapabilitasnya di level 3 guna 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 
(Hasil wawancara, Tangga13 November 2017) 
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